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BAB I
  PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang 

Pertanian perkebunanan dan peternakan merupakan salah satu unggulan daerah yang diharapakan dapat menjadi penarik bagi pertumbuhan industry hulu dan pendorong pertumbuhan industrti hilir yang kontribusinya kepada pertumbuhan ekonomi daerah sangat tinggi.
Pembangunan pertanian perkebunan dan peternakan lima tahun kedepan dihadapkan kepada perubahan lingkungan strategis yang sangat dinamis, sehuingga menuntut adanya produk pertanian perkebunan dan peternakan yang berdaya saing dipasar regional dan nasional. Dilain pihak peningkatan jumlah penduduk dan meningkatnya kesejahteraan penduduk menuntut adanya peningkatan kualitas produk pertanian perkebunan dan peternakan.
Ketentuan mengenai tatacara penyusunan Rencana Strategis SKPD telah diatur dalam Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, yang merupakan pedoman pelaksanaan yang wajib diacu oleh seluruh SKPD dalam menyusun Renstra SKPD. Dokumen Rencana strategis setidaknya memuat Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi (cara mencapai tujuan dan sasaran), yang memuat kebijakan, program dan kegiatan. Sesuai dengan ketentuan-ketentuan di atas, maka Dinas Pertanian Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Sumbawa Barat perlu menyusun dan menetapkan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pertanian Perkebunan dan Peternakan Tahun 2019-2021 sebagai penjabaran dari RPJMD Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2016-2021. Renstra Dinas Pertanian Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Sumbawa Barat ini merupakan dokumen perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu satu sampai dengan lima tahun yang akan datang dan dirumuskan secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Pembangungan Sektor Pertanian Perkebunan dan Peternakan terus berupaya ditingkatkan dalam rangka meningkatkan salah satu sektor unggulan di Kabupaten Sumbawa Barat, sehingga mampu memberikan kontribusi bagi pembangunan daerah dalam penyediaan kebutuhan dasar masyarakat, peningkatan pendapatan msayarakat, mencipatakan lapangan kerja dan peningkatan Penadapatan Asli Daerah (PAD).
1.2. LANDASAN HUKUM 

Dasar hukum penyusunan Rencana Strategis Dinas Pertanian Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2017-2021 adalah: 

1) Undang-Undang    Nomor    25    Tahun    2004    tentang    Sistem    Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 
2) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat   dan   Pemerintahan   Daerah   (Lembaran   Negara   Republik Indonesia  Tahun  2004  Nomor  126,  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik Indonesia Nomor 4438); 
3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700); 
4) Undang-Undang  Nomor  26  Tahun  2007  tentang  Penataan  Ruang  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); 
5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
6) Peraturan   Pemerintah   Nomor   55   Tahun   2005   tentang   Dana   Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 
7) Peraturan  Pemerintah  Nomor  57  Tahun  2005  tentang  Hibah  Kepada  Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577); 
8) Peraturan  Pemerintah  Nomor  58  Tahun  2005  tentang  Pengelolaan  Keuangan Daerah (Lembaran   Negara   Republik   Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9) Peraturan   Pemerintah   Nomor   38   Tahun   2007   tentang   Pembagian   Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (lembaran Negara   Republik   Indonesia   Tahun   2007   Nomor   89,   Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 
11) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
12) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816); 
13) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi   Pelaksanaan   Rencana   Pembangunan   Daerah (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia   Tahun  2008  Nomor   21,  Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); 
14) Peraturan  Pemerintah  Nomor  26  Tahun  2008  tentang  Rencana  Tata  Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833); 
15) Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103); 
16) Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019; 
17) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 
18) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517); 
19) Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2011-2031; 
20) Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2006-2025;
21)  Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2016-2021

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN 
Maksud penyusunan Renstra Dinas Pertanian Perkebunan dan Peternakan adalah :

1. Tersedianya dokumen perencanaan yang menjadi landasan pelakasanaan kegiatan pada Dinas Pertanian Perkebunan dan Peternakan dalam menyusun Rencana Kerja Dinas Pertanian Perkebunan dan Peternakan;

2. Tersedianya dokumen acuan arah pembangunan jangka panjang Dinas Pertanian Perkebunan dan Peternakan sehingga dapat menjadi pedoman dalam penentuan kebijakan Satuan Kerja Perangka Daerah (SKPD).


Tujuan penyusunan Renstra Dinas Pertanian Perkebunan dan Peternakan adalah : 
1. Mengidentifikasi, Menganalisis dan Mempridiksi kondisi umum sumberdaya Pertanian Perkebunan dan Peternakan, sehingga dapat menjadi pedoman pelaksanaan kegiatan;
2. Merumuskan Visi, Misi dan Arah Pembangunan Pertanian Perkebunan dan Peternakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN
Rencana Strategis Dinas Pertanian Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2019 – 2021 disusun menurut sistematika sebagai berikut : 

BAB I  :  PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang

1.2. Landasan Hukum

1.3. Maksud dan Tujuan 

1.4. Sistematika Penulisan 

BAB II :  GAMBARAN PELAYANAN SKPD

2.1. Tugas, Fungsi dan truktur Organisasi

2.2. Sumberdaya SKPD 

2.3. Kinerja Pelayanan SKPD

2.4. Tantangandan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD

BAB III  : ISU – ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI 

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi 
3.2. Telaahan Visi, Misidan Program kepala Daerah dan Wakil Kepala  Daerah Terpilih 
3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi/ Kabupaten/ Kota
3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan kajian Lingkungan Hidup Strategis

3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis. 
BAB IV  :  VISI, MISI, TUJUAN, STRATEGI, DAN KEBIJAKAN
4.1. Visi dan Misi SKPD

4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD
4.3. Strategi dan Kebijakan SKPD

BAB V :  RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF 
BAB VI : KEGIATAN YANG MENGACU PADA RPJMD 
BAB VII:  PENUTUP 

BAB II
 GAMBARAN PELAYANAN SKPD
2.1. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI
Dinas Pertanian Perkebunan dan Peternakan mempunyai tugas pokok sesuai dengan Peraturan Bupati Sumbawa Barat Nomor 105 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pertanian Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Sumbawa Barat. 
Dinas Pertanian Perkebunan dan Peternakan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang Pertanian yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada kabupaten. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Dinas Pertanian Perkebunan dan Peternakan menyelenggarakan fungsi :
a. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
b. Perumusan kebijakan, penyelenggaraan, pemantauan dan evaluasi, pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia (SDM) serta pengawasan pelayanan bidang pertanian serta pengelolaan sistem informasi;

c. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pertanian dan sumber daya pertanian;

d. Pelaksanaan administrasi dinas;

e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan kebijakan, program dan kegiatan bidang pertanian;

f. Pembinaan pengawasan dan pengendalian Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP);

g. Pembinaan kelompok jabatan fungsional dan unit pelaksana teknis di bawah koordinasi dinas; dan

h. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan.

2.1.1. Tugas Pokok dan Fungsi

A. Sekretariat 
Sekretariat mempunyai tugas mengkoordinasikan penyelenggaraan urusan umum dan kepegawaian, perencanaan, evaluasi dan pelaporan serta pengelolaan keuangan dan barang milik daerah di lingkungan dinas.  
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretariat menyelenggarakan fungsi :

a. Koordinasi penyusunan kebijakan, rencana program dan kegiatan serta anggaran dinas Pertanian Perkebunan dan Peternakan;
b. Pengelolaan data dan informasi di bidang pertanian perkebunan dan peternakan;

c. Koordinasi dan pelaksanaan kerjasama di bidang pertanian perkebunan dan peternakan;

d. Pembinaan dan pemberian layanan administrasi pemerintahan yang meliputi ketatausahaan, kerumahtanggaan, kearsipan dan dokumentasi dinas;

e. Pembinaan dan pengelolaan kepegawaian di lingkungan dinas;
f. Pelaksanaan urusan organisasi dan tatalaksana di lingkungan dinas;

g. Koordinasi pengelolaan administrasi keuangan di lingkungan dinas;

h. Pengelolaan barang milik daerah di lingkungan dinas;

i. Koordinasi dan penyusunan bahan publikasi serta hubungan masyarakat di bidang pertanian;

j. Penyusunan bahan rancangan peraturan perundang-undangan dan fasilitasi bantuan hukum di bidang pertanian;

k. Koordinasi pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang pertanian;

l. Penyusunan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang pertanian; dan

m. Melaksanakan fungsi kedinasan lainnya yang diberikan atasan.

Sekretariat ada 3 (tiga) sub bagian :
1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

2. Sub Bagian Keuangan

3. Sub Bagian Koordinasi dan Penyusunan Program

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi serta melakukan koordinasi kegiatan yang berhubungan dengan bagian umum dan kepegawaian. 
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, rincian tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian adalah sebagai berikut :

a. Penyusunan rencana pelaksanaan tugas sub bagian umum dan kepegawaian;
b. Pelaksanaan administrasi surat menyurat dan pengelolaan kearsipan serta dokumentasi;

c. Pelaksanaan administrasi, pembinaan kepegawaian internal dan pengelolaan sistem informasi kepegawaian;

d. Penyusunan rencana kebutuhan, pengoordinasian, pemeliharaan peralatan dan perlengkapan di lingkungan dinas;

e. Pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan sub bagian umum dan kepegawaian;

f. Penyusunan dan pelaksanaan standar pelayanan publik dan standar operasional prosedur di sub bagian umum dan kepegawaian;
g. Penyiapan bahan kebijakan dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan urusan administrasi umum dan kepegawaian;

h. Melaksanakan urusan keprotokolan, hubungan masyarakat, penyiapan rapat-rapat dinas dan pendokumentasian kegiatan dinas;

i. Melaksanakan pengelolaan kearsipan dan perpustakaan dinas;

j. Melaksanakan urusan rumah tangga, ketertiban, keamanan dan kebersihan di lingkungan kerja;

k. Melaksanakan pemeliharaan dan perawatan kendaraan dinas, peralatan dan perlengkapan kantor dan aset lainnya;

l. Melaksanakan penyiapan rencana kebutuhan pengadaan sarana dan prasarana di lingkungan dinas;

m. Melaksanakan pengurusan pengadaan, penyimpanan, pendistribusian dan inventarisasi barang-barang inventaris;

n. Melaksanakan pengelolaan administrasi perkantoran;

o. Pelaksanaan pengelolaan informasi, komunikasi  dan publikasi serta hubungan masyarakat;

p. Melaksanakan penyiapan dan pengusulan pegawai yang akan pensiun, serta pemberian penghargaan;
q. Melaksanakan penyiapan bahan kenaikan pangkat, daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan pegawai, daftar urut kepangkatan, sumpah/janji pegawai, gaji berkala dan peningkatan kesejahteraan pegawai;

r. Melaksanakan penyiapan pegawai untuk mengikuti pendidikan/pelatihan kepemimpinan, teknis dan fungsional;

s. Melaksanakan penyiapan rencana pegawai yang akan mengikuti ujian dinas;

t. Melaksanakan penyiapan bahan pembinaan kepegawaian dan disiplin pegawai;

u. Melaksanakan penyiapan bahan standar kompetensi pegawai, tenaga teknis dan fungsional;

v. Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas sub bagian umum dan kepegawaian; dan

w. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

2. Sub Bagian Keuangan

Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas menyusun perencanaan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan keuangan dinas.
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sub Bagian Keuangan menyelenggarakan fungsi :

a. Penyusunan rencana pelaksanaan tugas sub bagian keuangan;

b. Menghimpun dan menyusun program pelaksanaan anggaran keuangan dinas;

c. Pengelolaan anggaran dinas Pertanian Perkebunan dan Peternakan;

d. Penatausahaan administrasi keuangan dinas Pertanian Perkebunan dan Peternakan;

e. Penyusunan laporan fisik dan keuangan secara berkala;

f. Pengelolaan dan penatausahaan barang milik daerah di lingkungan dinas;

g. Penyiapan bahan kebijakan dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan urusan keuangan di lingkungan dinas;
h. Penyusunan dan pelaksanaan standar pelayanan publik dan standar operasional prosedur di sub bagian keuangan;

i. Pengevaluasian, pengendalian dan pelaporan pelaksanaan tugas sub bagian keuangan; dan

j. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan.
3. Sub Bagian Koordinasi Penyusunan Program

Kepala Sub Bagian Koordinasi Penyusunan Program mempunyai tugas melaksanakan koordinasi penyusunan program dan kegiatan di lingkungan dinas.
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sub Bagian Koordinasi Penyusunan Program menyelenggarakan fungsi :
a. Penyusunan rencana pelaksanaan tugas sub koordinasi penyusunan program;

b. Penyusunan rencana kerja dan rencana strategis dinas;

c. Penyusunan rencana kerja anggaran dan dokumen pelaksanaan anggaran dinas;

d. Koordinasi dan penyusunan laporan kinerja instansi pemerintah (LKjIP);

e. Penyiapan, pengoordinasian dan penyusunan rencana program dan anggaran dinas;

f. Pelaksanaan, pengendalian, penyusunan dan pelaksanaan standar pelayanan publik dan standar operasional prosedur di sub bagian koordinasi penyusunan program;

g. Penyiapan bahan kebijakan dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan urusan perencanaan dan koordinasi penyusunan program;

h. Pengoordinasian, pengevaluasian, penyusunan dan penyampaian laporan pelaksanaan program dan kegiatan dinas secara berkala;

i. Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas sub bagian koordinasi penyusunan program; dan

j. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan.
B. BIDANG TANAMAN PANGAN
Bidang Tanaman Pangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan, pelaksanaan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi di bidang tanaman pangan.
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Tanaman Pangan menyelenggarakan fungsi :

a. Penyusunan kebijakan perbenihan, produksi, perlindungan, pengolahan dan pemasaran hasil di bidang tanaman serta pemenuhan sarana dan prasarana bidang tanaman pangan;

b. Penyusunan rencana kebutuhan dan penyediaan benih di bidang tanaman pangan;

c. Pengawasan mutu dan peredaran benih di bidang tanaman pangan;

d. Pemberian bimbingan penerapan peningkatan produksi, ketersediaan sarana dan prasarana di bidang tanaman pangan;

e. Pengendalian dan penanggulangan hama penyakit, penanggulangan bencana alam, dan dampak perubahan iklim di bidang tanaman pangan;
f. Pemberian bimbingan pasca panen, pengolahan  dan pemasaran hasil di bidang tanaman pangan;

g. Pemberian izin usaha/rekomendasi teknis di bidang tanaman pangan;

h. Pemantauan dan evaluasi di bidang tanaman pangan; dan

i. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh kepala dinas.

Bidang Tanaman Pangan membawahi :

a. Seksi Produksi Tanaman Pangan;

b. Seksi Sarana dan Prasarana Pertanian;

c. Seksi Perlindungan Tanaman Pangan.

a. Seksi Produksi Tanaman Pangan

Seksi Produksi Tanaman Pangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan pemantauan serta evaluasi di bidang produksi tanaman pangan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Produksi Tanaman Pangan menyelenggarakan fungsi :

1. Penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran seksi produksi tanaman pangan;
2. Penyiapan bahan penyusunan kebijakan di bidang peningkatan produksi tanaman pangan;

3. Menyiapkan bahan penyusunan rencana tanam dan produksi di bidang tanaman pangan;
4. Pelaksanaan bimbingan peningkatan mutu dan produksi di bidang tanaman pangan;
5. Pelaksanaan bimbingan penerapan teknologi budidaya di bidang tanaman pangan;

6. Penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan seksi produksi tanaman pangan; dan

7. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

b. Seksi Sarana dan Prasarana Pertanian

Seksi sarana dan prasarana pertanian melaksanakan penyusunan, pelaksanaan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi di bidang sarana dan prasarana pertanian.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, seksi sarana dan prasarana pertanian menyelenggarakan fungsi :

1. Penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran seksi sarana dan prasarana pertanian;

2. Penyiapan bahan penyusunan kebijakan di bidang seksi sarana dan prasarana pertanian;

3. Penyiapan bahan penyediaan lahan, jalan usaha tani, dan jaringan irigasi tersier;

4. Penyusunan peta pengembangan, rehabilitasi, konservasi, optimalisasi dan pengendalian lahan pertanian serta penyiapan bahan pengembangan tata ruang dan tata guna lahan pertanian;

5. Melakukan pengawasan peredaran dan pendaftaran pupuk, pestisida, alat dan mesin pertanian serta penjaminan mutu pupuk, pestisida, alat dan mesin pertanian;
6. Penyiapan bahan bimbingan pemberdayaan kelembagaan pemakai air;

7. Pelaksanaan bimbingan, fasilitasi dan pelayanan investasi pertanian;

8. Penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan seksi sarana dan prasarana pertanian; dan

9. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

c. Seksi Perlindungan Tanaman Pangan

Seksi perlindungan tanaman pangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi di bidang perlindungan tanaman pangan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, seksi perlindungan tanaman pangan menyelenggarakan fungsi :

1. Penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran seksi perlindungan tanaman pangan;

2. Penyiapan bahan penyusunan kebijakan di bidang pengolahan hasil tanaman pangan;

3. Penyediaan dan pengawasan peredaran/penggunaan benih di bidang tanaman pangan;

4. Pengawasan dan pengujian mutu benih bidang tanaman pangan;

5. Pemberian sertifikasi benih dan pengendalian sumber benih di bidang tanaman pangan;
6. Perencanaan kebutuhan benih dan pengembangan varietas unggul di bidang tanaman pangan;
7. Penyiapan bahan rekomendasi pemasukan dan pengeluaran benih yang beredar di bidang tanaman pangan;

8. Penyiapan bahan bimbingan produksi benih dan kelembagaan benih di bidang tanaman pangan;

9. Penyiapan bahan pengendalian OPT di bidang tanaman pangan;

10. Penyiapan bahan pengamatan OPT di bidang tanaman pangan;

11. Penyiapan bahan pengendalian, pemantauan, bimbingan operasional, pengamatan dan peramalan OPT di bidang tanaman pangan;

12. Pengelolaan data OPT di bidang tanaman pangan;

13. Penyiapan bahan bimbingan kelembagaan OPT di bidang tanaman pangan;

14. Penyiapan bahan sekolah lapang pengendalian hama terpadu di bidang tanaman pangan;

15. Penyiapan bahan penanganan dampak perubahan iklim di bidang tanaman pangan;
16. Penyiapan bahan penanggulangan bencana alam di bidang tanaman pangan;

17. Pemberian bimbingan teknis perbenihan dan perlindungan di bidang tanaman pangan;

18. Penyiapan bahan bimbingan dan pengembangan unit pengolahan hasil di bidang tanaman pangan;

19. Penyiapan bahan kebutuhan alat pengolahan hasil di bidang tanaman pangan;

20. Penyusunan pelaporan dan pendokumentasian kegiatan seksi perlindungan tanaman pangan; dan

21. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

C. BIDANG PERKEBUNAN DAN HORTIKULTURA
Bidang Perkebunan dan Hortikultura mempunyai tugas melaksanakan penyusunan, pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi di bidang perkebunan dan hortikultura.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Perkebunan dan Hortikultura menyelenggarakan fungsi :

a. Penyusunan kebijakan di bidang perbenihan, produksi, perlindungan, pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan dan hortikultura;

b. Penyusunan rencana kebutuhan dan penyediaan benih di bidang perkebunan dan hortikultura;

c. Pengawasan mutu dan peredaran benih di bidang perkebunan dan hortikultura;

d. Pemberian bimbingan penerapan peningkatan produksi di bidang perkebunan dan hortikultura;

e. Pengendalian dan penanggulangan hama penyakit, penanggulangan bencana alam, dan dampak perubahan iklim di bidang perkebunan dan hortikultura;

f. Penanggulangan gangguan usaha, dan pencegahan kebakaran di bidang perkebunan dan hortikultura;

g. Pemberian bimbingan pascapanen, pengolahan dan pemasaran hasil di bidang perkebunan dan hortikultura;

h. Pemberian izin usaha/rekomendasi teknis di bidang perkebunan dan hortikultura;

i. Pemantauan dan evaluasi di bidang perkebunan dan hortikultura; dan

j. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh kepala dinas.
Bidang Perkebunan dan Hortikultura membawahi :

a. Seksi Produksi Perkebunan;

b. Seksi Produksi Hortikultura;

c. Seksi Pengolahan Hasil Perkebunan dan Hortikultura.

a. Seksi Produksi Perkebunan

Seksi Produksi Perkebunan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi di bidang produksi perkebunan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Produksi Perkebunan menyelenggarakan fungsi :

1. Penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran seksi produksi perkebunan;
2. Penyiapan bahan penyusunan kebijakan di bidang produksi perkebunan;

3. Penyiapan bahan rencana tanam dan produksi di bidang perkebunan;

4. Pelaksanaan bimbingan peningkatan mutu dan produksi di bidang perkebunan;

5. Pelaksanaan bimbingan penerapan teknologi budidaya di bidang perkebunan;
6. Penyusunan pelaporan dan pendokumentasian kegiatan seksi produksi perkebunan; dan

7. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

b. Seksi Produksi Hortikultura

Seksi Produksi  Hortikultura mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi di bidang produksi hortikultura.
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Produksi Hortikultura menyelenggarakan fungsi :

1. Penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran seksi produksi hortikultura;

2. Penyiapan bahan penyusunan kebijakan di bidang produksi hortikultura;

3. Penyiapan bahan rencana tanam dan produksi di bidang hortikultura;

4. Pelaksanaan bimbingan peningkatan mutu dan produksi di bidang hortikultura;

5. Pelaksanaan bimbingan penerapan teknologi budidaya di bidang hortikultura;

6. Penyusunan pelaporan dan pendokumentasian kegiatan seksi produksi hortikultura;

7. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

c. Seksi Pengolahan Hasil Perkebunan dan Hortikultura

Seksi Pengolahan Hasil Perkebunan dan Hortikultura mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi di bidang pengolahan hasil perkebunan dan hortikultura.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Pengolahan Hasil Perkebunan dan Hortikultura menyelenggarakan fungsi :

1. Penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran seksi pengolahan hasil perkebunan dan hortikultura;

2. Penyiapan bahan penyusunan kebijakan di bidang pengolahan hasil perkebunan hortikultura;

3. Penyiapan bahan bimbingan dan pengembangan unit pengolahan hasil di bidang perkebunan dan hortikultura;

4. Penyiapan dalam penyusunan kebutuhan alat pengolahan hasil di bidang perkebunan dan hortikultura;

5. Penyiapan bahan penerapan cara produksi pangan olahan yang baik (CPPOB) dan pemberian surat keterangan kelayakan pengolahan (SKKP/SKP) di bidang perkebunan dan hortikultura;

6. Pelayanan dan pengembangan informasi pasar di bidang perkebunan dan hortikultura;

7. Pelaksanaan fasilitasi promosi produk di bidang perkebunan dan hortikultura;

8. Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis pengolahan hasil di bidang perkebunan dan hortikultura;

9. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pengolahan hasil di bidang perkebunan dan hortikultura;

10. Penyusunan pelaporan dan pendokumentasian kegiatan seksi pengolahan hasil perkebunan dan hortikultura; dan

11. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

D.  BIDANG PETERNAKAN
Bidang Peternakan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan, pelaksanaan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi di bidang peternakan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Peternakan menyelenggarakan fungsi :

a. Penyusunan kebijakan di bidang benih/bibit, produksi, peternakan dan perlindungan serta pengolahan dan pemasaran hasil di bidang peternakan;
b. Pengelolaan sumber daya genetik hewan;

c. Pengendalian peredaran dan penyediaan benih/bibit ternak, pakan ternak, dan benih/bibit hijauan pakan ternak;

d. Pemberian bimbingan penerapan peningkatan produksi ternak;

e. Pengendalian penyakit hewan peternakan;

f. Pengawasan obat hewan (peternakan);
g. Pengawasan pemasukan dan pengeluaran hewan, dan produk hewan;

h. Pengelolaan pelayanan jasa laboratorium dan jasa medik veteriner;

i. Penerapan dan pengawasan persyaratan teknis pertanian masyarakat veteriner dan kesejahteraan/kesehatan hewan;

j. Pemberian izin/rekomendasi di bidang peternakan masyarakat veteriner;

k. Pemberian bimbingan pascapanen, pengolahan dan pemasaran hasil di bidang peternakan;

l. Pemantauan dan evaluasi di bidang peternakan; dan

m. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh kepala dinas.

Bidang Peternakan membawahi :

a. Seksi Pembibitan dan Produksi Ternak;

b. Seksi Kesehatan Hewan dan Kesmavet;

c. Seksi Usaha dan Pengolahan Hasil Peternakan.

a. Seksi Perbibitan dan Produksi Ternak

Seksi Perbibitan dan Produksi Ternak mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi di bidang pembibitan dan produksi peternakan.
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Perbibitan dan Produksi Ternak menyelenggarakan fungsi :

a. Penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran seksi perbibitan dan produksi ternak;

b. Penyiapan bahan penyusunan kebijakan di bidang perbibitan dan produksi peternakan;

c. Penyiapan bahan penyediaan benih/bibit ternak;

d. Penyiapan bahan pengawasan produksi dan mutu ternak;

e. Penyiapan bahan pengujian benih/bibit ternak;
f. Penyiapan bahan pengelolaan sumber daya genetik hewan melalui jaminan kemurnian dan kelestarian;

g. Pemberian bimbingan peningkatan produk peternakan;

h. Penyiapan bahan pemberdayaan kelompok peternak;

i. Penyusunan pelaporan dan pendokumentasian kegiatan seksi perbibitan dan produksi peternakan; dan 

j. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan. 
b. Seksi Kesehatan Hewan dan Kesmavet

Seksi kesehatan dan kesmavet mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi di bidang kesehatan hewan dan kesmavet.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, seksi kesehatan hewan dan kesmavet menyelenggarakan fungsi :

a. Penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran seksi kesehatan hewan dan kesmavet;

b. Penyiapan bahan penyusunan kebijakan di bidang kesehatan hewan dan kesmavet;

c. Penyiapan bahan pengawasan dan mutu obat hewan tingkat distributor;
d. Penyiapan bahan pengamatan, pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan;

e. Penyiapan bahan penetapan persyaratan teknis dan keterangan kesehatan hewan;

f. Pelaksanaan fasilitasi unit pelayanan kesehatan hewan;

g. Penyiapan bahan penanggulangan, penutupan dan pembukaan daerah wabah penyakit hewan menular;

h. Penyiapan bahan pengawasan peredaran dan penerapan mutu obat hewan;

i. Penyiapan bahan penerbitan izin/rekomendasi usaha distributor obat hewan;

j. Penyusunan pelaporan dan pendokumentasian kegiatan seksi kesehatan hewan dan kesmavet; dan

k. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

c. Seksi Usaha dan Pengolahan Hasil Peternakan

Seksi usaha dan pengolahan hasil peternakan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi di bidang usaha dan pengolahan hasil peternakan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, seksi usaha dan pengolahan hasil peternakan menyelenggarakan fungsi :

a. Penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran seksi usaha dan pengolahan hasil peternakan;

b. Penyiapan bahan penyusunan kebijakan di bidang usaha dan pengolahan hasil peternakan;

c. Penyiapan bahan penilaian penerapan penanganan limbah dampak, hygiene dan sanitasi usaha produk hewan;

d. Pemberian fasilitas sertifikasi unit usaha produk hewan skala kecil;

e. Penyiapan bahan rekomendasi teknis hasil penilaian dokumen aplikasi pengeluaran dan/atau pemasukan produk hewan;

f. Pelaksanaan analisis resiko pengeluaran dan pemasukan produk hewan;

g. Penyiapan sertifikasi veteriner pengeluaran produk hewan;

h. Penyiapan bahan pencegahan penularan zoonosis;

i. Penyiapan bahan bimbingan rumah potong dan pemotongan hewan kurban;

j. Penyiapan bahan bimbingan dan pengembangan unit pengolahan hasil di bidang peternakan;

k. Penyiapan bahan penyusunan kebutuhan alat pengolahan hasil peternakan;

l. Penyiapan bahan penerapan cara produksi pangan olahan yang baik (CPPOB) dan pemberian surat keterangan kelayakan pengolahan (SKKP/SKP) di bidang peternakan;

m. Pelayanan dan pengembangan informasi pasar di bidang peternakan;

n. Fasilitasi promosi produk di bidang peternakan;

o. Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis usaha dan pengolahan hasil di bidang peternakan;

p. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan usaha dan pengolahan hasil di bidang peternakan;

q. Penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan seksi usaha dan pengolahan hasil peternakan;

r. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.
E. BIDANG PENYULUHAN
Bidang penyuluhan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan, programa dan pelaksanaan penyuluhan pertanian.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, bidang penyuluhan menyelenggarakan fungsi :

a. Penyusunan kebijakan dan programa penyuluhan pertanian;

b. Pelaksanaan penyuluhan pertanian dan pengembangan mekanisme, tata kerja dan metode penyuluhan pertanian;

c. Pengumpulan, pengolahan, pengemasan, dan penyebaran materi penyuluhan bagi pelaku utama dan pelaku usaha;

d. Pengelolaan kelembagaan dan ketenagaan;

e. Pemberian fasilitasi penumbuhan dan pengembangan kelembagaan dan forum masyarakat bagi pelaku utama dan pelaku usaha;

f. Peningkatan kapasitas penyuluh pegawai negeri sipil, swadaya dan swasta;

g. Pemantauan dan evaluasi di bidang penyuluhan pertanian; dan

h. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh kepala dinas.

Bidang penyuluhan membawahi :

a. Seksi Kelembagaan Penyuluhan Pertanian;

b. Seksi Ketenagaan Penyuluhan Pertanian;

c. Seksi Metode dan Informasi Penyuluhan Pertanian.

a. Seksi Kelembagaan Penyuluhan Pertanian

Seksi kelembagaan penyuluhan pertanian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi di bidang kelembagaan penyuluhan pertanian.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, seksi kelembagaan menyelenggarakan fungsi :

a. Penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran seksi kelembagaan penyuluhan pertanian;

b. Penyiapan bahan penyusunan kebijakan di bidang kelembagaan penyuluhan pertanian;

c. Penyiapan bahan penguatan, pengembangan, peningkatan kapasitas di bidang kelembagaan penyuluhan pertanian;
d. Penyiapan bahan penguatan, pengembangan, dan peningkatan kapasitas kelembagaan petani;

e. Penyiapan bahan dan fasilitasi akreditasi kelembagaan penyuluhan pertanian;

f. Penyiapan bahan dan fasilitasi sertifikasi dan akreditasi kelembagaan petani;

g. Penyiapan bahan penilaian dan pemberian penghargaan balai penyuluhan pertanian;

h. Penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan seksi kelembagaan penyuluhan pertanian;

i. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

b. Seksi Ketenagaan Penyuluhan Pertanian

Seksi ketenagaan penyuluhan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi di bidang ketenagaan penyuluhan pertanian.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, seksi ketenagaan penyuluhan pertanian menyelenggarakan fungsi :

a. Penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran seksi ketenagaan penyuluhan pertanian;

b. Penyiapan bahan penyusunan kebijakan ketenagaan penyuluhan pertanian;

c. Penyusunan dan pengelolaan database ketenagaan penyuluhan pertanian;

d. Penyiapan bahan pengembangan kompetensi kerja ketenagaan penyuluhan pertanian;

e. Penyiapan bahan dan fasilitasi penilaian dan pemberian penghargaan penyuluh pertanian;

f. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas dan kegiatan penyuluhan pertanian;
g. Penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan seksi ketenagaan penyuluhan pertanian;

h. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

c. Seksi Metode dan Informasi Penyuluhan Pertanian

Seksi metode dan informasi penyuluhan pertanian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi di bidang metode dan informasi penyuluhan pertanian.
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, seksi metode dan informasi menyelenggarakan fungsi :

a. Penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran seksi metode dan informasi penyuluhan;

b. Penyiapan bahan penyusunan program penyuluhan pertanian melakukan penyiapan bahan penyusunan materi dan pengembangan metodologi penyuluhan pertanian;

c. Penyiapan bahan supervisi materi dan pengembangan metodologi penyuluhan pertanian;

d. Penyiapan bahan informasi dan media penyuluhan pertanian;

e. Penyiapan bahan pengembangan dan pengelolaan sistem manajemen informasi penyuluhan pertanian;

f. Penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan seksi metode dan informasi penyuluhan pertanian;

g. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

2.1.1 Struktur Organisasi
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2.2 Sumber Daya Dinas Pertanian Perkebunan dan Peternakan
2.2.1 Susunan Kepegawaian berdasarkan Golongan

Tabel. 1. Susunan Kepegawaian berdasarkan Golongan
	No.
	Uraian
	Eselon
	Jumlah Personil
	Ket

	
	
	
	Terisi
	Belum Terisi
	

	1.
	Kepala Dinas
	II.b
	1
	-
	

	2.
	Sekretaris Dinas
	III.a
	1
	-
	

	3.
	Kepala Bidang
	III.b
	4
	-
	

	4.
	Kepala Sub Bagian 

	IV.a
	3
	-
	

	5.
	Kepala Seksi
	IV.a
	12
	-
	

	6.
	Staf
	-
	43
	-
	

	7.
	Penyuluh Pertanian
	-
	45
	-
	

	8.
	THL-TBPP
	-
	14
	-
	

	9.
	PTT /Kontrak Daerah
	-
	33
	-
	

	10
	PTT / Tenaga Sukarela
	-
	50
	-
	

	11.
	PTT Kegiatan
	-
	57
	-
	

	Jumlah
	263
	
	


2.2.2  Susunan Kepegawaian berdasarkan Pendidikan

Tabel. 2. Susunan Kepegawaian berdasarkan Pendidikan

	No
	Pendidikan
	PNS
	PTT
	Jumlah

	1
	Sarjana Strata 2
	4
	-
	5

	2
	Sarjana Strata 1
	39
	69
	108

	3
	Sarjana Strata Muda
	-
	-
	2

	4
	D3
	3
	9
	12

	5
	D1
	1
	-
	1

	6
	SLTA
	19
	64
	83

	7
	SLTP
	-
	1
	1

	8
	SD
	-
	
	

	JUMLAH
	66
	142
	208


2.2.3 Sarana Kerja Dinas Pertanian Perkebunan dan Peternakan
Tabel 3. Sarana kerja Dinas.

	No
	Uraian
	Banyaknya
	Satuan

	1
	Tanah
	51,08
	M2

	2
	Gedung Kantor
	1
	Unit

	3
	Rmah Pemotongan Hewan (RPH)
	4
	Unit

	4
	Puskeswan
	7
	Unit

	5
	Rumah Dinas
	3
	Unit

	6
	Balai Benih Induk (BBI)
	1
	Unit

	7
	Kantor Balai Benih Induk (BBI)
	1
	Unit

	8
	Pasar Hewan
	1
	Unit

	9
	Mobil Dinas
	2
	Unit

	10
	Mobil Oprasional
	2
	Unit

	11
	Kendaran Roda Tiga 
	-
	Unit

	12
	Sepeda Motor
	68
	Unit

	13
	GPS
	8
	Unit

	14
	Mesin Pemotong Rumput
	6
	Unit

	15
	Hand Traktor
	4
	Unit

	16
	Komputer/PC
	2
	Unit

	17
	TV
	1
	Unit

	18
	Laptop
	11
	Unit

	19
	Kamera DSRL 
	3
	Unit

	20
	Handycam
	2
	Unit

	21
	Printer
	10
	Unit

	22
	Wireless
	1
	Unit

	23
	LCD Proyektor
	1
	Unit

	24
	Teropong
	1
	Unit

	25
	Lemari Es
	1
	Unit

	26
	Air Conditioner (AC)
	9
	Unit

	27
	Mesin Pompa Air
	1
	Unit

	28
	Mesin Jahit Karung
	1
	Unit

	29
	Meja Kerja
	40
	Unit

	30
	Kursi Eselon
	17
	Unit

	31
	Meja Rapat
	2
	Unit

	32
	Kursi Lipat
	100
	Unit

	33
	Hardisk External
	2
	Unit

	34
	Timbangan Besar Digital
	1
	Unit

	35
	Distan Meter
	1
	Unit

	36
	Kamera Digital
	5
	Unit

	37
	Sangku
	2
	Unit

	38
	Borgol
	2
	Unit

	39
	Senter
	2
	Unit

	40
	Lampu Peringatan
	2
	Unit

	41
	Lantai Jemur
	1
	Unit

	42
	Filling Kabinet
	8
	Unit

	43
	Lemari Etalase
	2
	Unit

	44
	Lemari Arsip
	1
	Unit

	45
	Mesin Absen Sidik Jari
	9
	Unit


2.3 Kinerja Pelayanan SKPD
2.3.1 Capaian Kinerja
Kinerja pelayanan Dinas Pertanian Perkebunan dan Peternakan selama 3 (tiga) tahun terakhir menunjukan tren peningkatan yang cukup baik. Data Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Sumbawa Barat tahun 2018 menunjukan peningkatan luas lahan sawah di Kabupaten Sumbawa Barat. Pada tahun 2014 luas lahan sawah mencapai  : 11.149 Ha meningkat menjadi 12.428 Ha pada tahun 2016 atau terjadi peningkatan sebesar 10,29 % demikian pula dengan data produksi terutama komoditas padi,  jagung dan kedelai Produksi Padi pada tahun 2014 mencapai 90.006 ton meningkat menjadi 112.905 ton pada tahun 2016 atau terjadi peningkatan sebesar 20,28 %. Bila dibandingkan dengan luas tanam yang mencapai 17.234 Ha pada tahun 2014, pada tahun 2015 luas tanam 21.693 Ha dan pada tahun 2016 luas tanam mencapai 22.170 Ha, maka produktivitas komoditas padi pada tahun 2014 mencapai 5,22 ton/ha, 4,56 ton/Ha pada tahun 2015 dan pada tahun  2016 produktivitas komoditas padi mencapai 5,09 ton/ha.
Tabel 4. Data Luas Lahan Pertanian Menurut Jenis Lahan 

	Uraian
	Tahun 

	
	2014 (ha)
	2015 (ha)
	2016 (ha)

	Lahan Sawah
	11.149
	11.737
	12.428

	Lahan Bukan Sawah
	74.847
	35.898
	35.140

	Lahan Pertanian Bukan Sawah
	98.906
	137.267
	137.334


Tabel. 5. Data Hasil Produksi Pertanian Tanaman Pangan

	No
	Komoditi
	Luas Panen (Ha)
	Produksi (Ton)

	
	
	2016
	2017
	2018
	2016
	2017
	2018

	1
	Padi
	21.971
	22.590
	24.469,4
	111.645
	127.402
	126.088,18

	2
	Jagung
	14.198
	16.634
	11.840
	99.663
	121.529
	74.206

	3
	Kedelai
	2.639
	371
	4.178
	3.753
	364
	3.997

	4
	Ubi Kayu
	10
	5
	11
	520
	60
	245

	5
	Ubi Jalar
	5
	1
	-
	150
	7
	-

	6
	Kacang Tanah
	95
	109
	59
	190
	243
	79,62

	7
	Kacang Hijau
	1.103
	361
	112
	1.764
	392
	94,00


2.3.2 Perkebunan dan Hortikultura
Kinerja bidang Perkebunan dan Hortikultura dapat dijelaskan bahwa komoditas perkebunan dan Hortikultura masih didominasi oleh komoditi kelapa, jambu mete dan kopi robusta. Komoditi kelapa dari data BPS dalam tiga tahun terakhir baik produksi maupun areal tanam relative tidak banyak berubah . luas area tanam kelapa pada tahun 2014 mencapai 1.212 Ha, meningkat menjadi 1.312 pada tahun 2015 dan 2016 dengan produksi rata-rata mencapai 1,25 ton setiap tahunnya.
Tabel 6. Data Luar Areal dan Produksi Tanaman Perkebunan
	No
	Komoditi
	Luas Area (Ha)
	Luas Area (Ton)

	
	
	2016
	2017
	2018
	2016
	2017
	2018

	1
	Kelapa
	1.312
	1.862
	1.862
	1.257,02
	1.334,40
	1.330,61

	2
	Kopi Robusta
	59
	327
	327
	31,86
	157,85
	157,85

	3
	Kapuk
	126
	126
	126
	38,86
	43,26
	42,78

	4
	Jambu Mete
	741
	741
	741
	137,30
	96,49
	95,84

	5
	Kakao
	103
	103
	103
	3,72
	4,30
	4,14

	6
	Pinang
	35
	35
	35
	9,16
	9,84
	10,37

	7
	Asam
	130
	130
	130
	89,14
	88,71
	89,09

	8
	Kemiri
	46
	46
	46
	-
	48,88
	48,80

	9
	Jarak Pagar
	297
	297
	297
	34,89
	34,59
	34,59

	10
	Lada
	-
	29
	29
	-
	3,61
	2,68

	11
	Aren
	143
	143
	143
	83,16
	82,91
	82,03

	12
	Vanili
	3
	3
	3
	-
	-
	-


Tabel 7. Data Areal dan Produksi Tanaman Hortikultura

	NO
	Komoditi
	Luas Area (Ha)
	Luas Area (Ha)

	
	
	2016
	2017
	2018
	2016
	2017
	2018

	1
	Cabe Besar
	2
	33
	107
	0,2
	73
	778,4

	2
	Cabe Rawit
	8
	79
	257
	0,7
	130,8
	2.512,6

	3
	Buncis
	-
	1
	2
	-
	0,2
	7,9

	4
	Kacang Panjang
	3
	30
	51
	0,4
	37,3
	424,3

	5
	Sawi
	-
	-
	2
	-
	-
	25,0

	6
	Kangkung
	-
	-
	10
	-
	0,4
	61,8

	7
	Bayam
	-
	-
	5
	-
	0,4
	24,3

	8
	Lobak
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	9
	Tomat
	4
	4
	96
	0,5
	32,8
	817,1

	10
	Terong
	5
	21
	129
	0,4
	42,9
	958,3

	11
	Bawang Merah
	-
	27
	29
	-
	140,4
	188,9

	12
	Melon
	-
	3
	4
	-
	10,2
	34,3

	13
	Semangka
	-
	11
	40
	-
	52,6
	199,8


2.3.3 Peternakan

Pembangunan peternakan di Kabupaten Sumbawa Barat tahun 2016-2020 memasuki era perubahan yang sangat cepat dan kompleks. Perubahan paradigma tersebut pada dasarnya mengarah kepada suatu model pembangunan yang lebih demokratis transfaran efisien dan dan desentralisasi yang mengarah kepada peningkatan daya saing, peningkatan kemandirian daerah, partisifatif dan berkelanjutan. Kesemuanya ini tentunya bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat khusunya para pelaku pembangunan berbasis peternakan.

Peningkatan Produksi hasil Peternakan terus ditingkatkan dengan Peningkatan peran serta masyarakat dalam peningkatan populasi ternak, kelompok pembudidaya ternak (pembibitan dan Penggemukan), pengembangan Inseminasi Buatan (IB), pengembangan ternak unggas baik berbasis perseorangan atau kelompok. 

Tabel 9. Data Populasi Ternak Besar dan Ternak Kecil

	No
	Populasi Ternak
	Tahun (Ekor)

	
	
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018

	1
	Sapi
	61,128
	61,813
	62,929
	65,383
	68,218

	2
	Kerbau
	13,846
	12,174
	12,575
	14,053
	15,375

	3
	Kuda
	6,006
	5,301
	5,717
	7,031
	8,141

	4
	Kambing
	7,967
	12,349
	12,349
	15,516
	17,207

	5
	Domba
	194
	223
	172
	283
	430


Selain pengembangan ternak besar dan ternak kecil pengembangan ternak unggas juga mampu meningkat kesejahteraan masyarakat dari pemenuhan kebutuhan daging ayam dan telur. 

Tabel 10. Data Populasi Ternak Unggas

	No
	Populasi Ternak
	Tahun (Ekor)

	
	
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018

	1
	Ayam Buras
	74,653
	86,385
	91,385
	97,546
	103,537

	2
	Ayam Ras
	24,261
	12,575
	2,077
	7,075
	15,740

	3
	Itik
	5,129
	4,960
	5,190
	4,895
	8,930

	4
	Entok
	4,180
	3,357
	2,747
	7,676
	3,774

	5
	Merpati
	510
	617
	433
	438
	555


Pengembangan ternak eksotik atau ternak hasil Inseminasi Buatan (IB) mampu menjadi primadona dengan terus meningkatnya hasil pelayanan inseminasi buatan seiring peningkatan tersebut harus ditunjang dengan peningkatan tenaga teknis (Inseminator), Petugas pemeriksa kebuntingan (PKB) dan Petugar ATR. Saat ini Dinas Pertanian Perkebunan dan Peternakan memiliki 7 Petugas IB, 1 Petugas PKB.

Tabel 11. Data Ternak Hasil Inseminasi Buatan (IB)

	No
	Ternak IB
	Tahun (Ekor)

	
	
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018

	1
	Sapi Bali
	57
	467
	210
	238
	306

	2
	Simental
	171
	23
	81
	183
	174

	3
	Limosin
	347
	30
	75
	172
	193

	4
	Ongole
	62
	225
	110
	27
	34

	5
	Brangus
	9
	4
	47
	14
	17

	6
	Brahman
	42
	223
	82
	66
	63

	7
	Angus
	88
	95
	58
	32
	38


Pengembangan Peternakan dari memang berkembangan pesat melebihi daya tampung wilayah sehingga pengusahaan ternak oleh petani/peternak di Kabupaten Sumbawa Barat harus diarahkan kearah pemeliharaan secara intensif sehingga mampu meningkatkan nilai tambah dengan pengembangan penggemukan ternak di setiap desa (satu desa satu penggemukan). 
2.3.4 Penyuluhan

Penyuluhan menyiapkan dan mempunyai tugas merumuskan kebijakan teknis dibidang kelembagaan dan pengembangan sumber daya manusia penyuluhan, tata dan metode penyuluhan, pengembangan teknologi dan informasi pertanian 
Tabel 12. Data Jumlah Penyuluh Pertanian
	No
	Kecamatan
	Penyuluh
	Jumlah
	Ket

	1
	Taliwang
	Pertanian
	11
	

	
	
	Pertanian THL-TBPP
	2
	

	2
	Seteluk
	Pertanian
	5
	

	
	
	Pertanian THL-TBPP
	5
	

	3
	Poto Tano
	Pertanian
	7
	

	
	
	Pertanian THL-TBPP
	1
	

	4
	Brang Rea
	Pertanian
	9
	

	
	
	Pertanian THL-TBPP
	1
	

	5
	Brang Ene
	Pertanian
	6
	

	6
	Jereweh
	Pertanian
	2
	

	
	
	Pertanian THL-TBPP
	2
	

	7
	Maluk
	Pertanian
	2
	

	
	
	Pertanian THL-TBPP
	2
	

	8
	Sekongkang
	Pertanian
	2
	

	
	
	Pertanian THL-TBPP
	2
	

	
	
	Jumlah
	57
	


2.1.1 Kinerja Keuangan Dinas Pertanian Perkebunan dan Peternakan
Kinerja keuangan Dinas Pertanian Perkebunan dan Peternakan dapat dilihat dari indicator realisasi anggaran belanja terutama belanja langsung dan rata-rata pertumbuhan anggaran belanja.
Dari data yang ada yang ada dapat dilihat bahwa kinerja kuangan Dinas Pertanian Perkebunan dan Peternakan sangat memuaskan dengan presentase rata-rata realisasi anggaran belanja langsung mencapai 94,88 % dalam tiga tahun terakhir. Sedangkan rata-rata pertumbuhan anggaran belanja langsung Dinas Pertanian Perkebunan dan Peternakan rata-rata mencapai 27,05 % dalam priode 2014 sampai dengan tahun 20016.

Tabel 1.1 Data Realisasi Keuangan

	No
	Uraian
	2014
	2015
	2016

	 
	 
	Anggaran
	Realisasi
	Anggaran
	Realisasi
	Anggaran
	Realisasi

	I
	BTL
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	B. Pegawai
	3.045.206.695
	2.721.830.202
	4.096.205.774
	3.505.029.801
	4.344.662.296
	3.523.548.929

	2
	B. Barang dan Jasa
	7.298.775.712
	7.184.055.032
	11.090.919.756
	10.544.238.302
	12.413939.725
	11.515.615.705

	3
	B. Modal
	6.520.801.951
	6.476.004.698
	16.793.028.734
	16.203.483.908
	14.660.385110
	14.147.296.450


2.2 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan
Capaian kinerja bidang pertanian, perkebunan, dan peternakan telah menunjukkan perkembangan yang sangat positif, namun demikian untuk masa yang akan datang masih terdapat tantangan dan peluang yang harus dimanfaatkan dengan baik dalam rangka pengembangan pelayanan Dinas Pertanian Perkebunan dan Peternakan.

Tantangan dan peluang tersebut adalah sebagai berikut :

1. Belum optimalnya produksi dan produktivitas pertanian;
2. Perubahan iklim yang tidan menentu memicu bencana alam dan gagal panen;
3. Penggunaan pupuk dan pestisida anorganik yang belum sesuai dengan anjuran;
4. Masih lemahnya kapsitas kelembagaan petani dan terbatasnya pengetahuan, keterampilan dan sikap petani dalam pengembangan pertanian tanaman pangan dan hortikultura;
5. Semakin rendahnya tenaga kerja terampil dan produktif di sektor pertanian;
6. Semakin meningkatnya kesadaran masyarakat akan produk pertanian organik yang ramah lingkungan;
7. Meningkatnya laju konversi lahan pertanian;
8. Meningkatnya penyakit starategis ternak;
9. Budidaya ternak masih bersifat tradisional;
10. Peningkatan itensifikasi lahan pertanian;
11. Meningkatnya komitmen pemerintah dalam penyediaan infrastuktur pertanian yang mantap;
12. Mitigasi dan antisipasi perubahan iklim sudah menjadi komitmen pemerintah yang diintegrasikan dalam kegiatan tertentu;
13. Pengembangan pupuk organik, agnesia hayati, pestisida nabati;
14. Peningkatan kapasitas kelembagaan petani dan keterampilan petani dan pelaku agribisnis;
15.  Modernisasi pertanian melalui penerapan teknologi tepat guna bidang pertanian;
16.  Pengembangan komoditas pertanian dan perkebunan unggul daerah;
17.  Pengembangan system jaminan mutu pangan organic dan ramah lingkungan;
18.  Optimalisasi lahan melalui intensifikasi pertanian, pemantapan sapta usaha tani, dan mendorong pengembangan lahan pertanian berkelanjutan;
19.  Pengembangan tenanga terampil bidang pertanian dan peternakan melalui dukungan pengembangan sekolah kejuruan pertanian dan peternakan;
20.  Dukungan pemerintah kepada pengembangan uasaha pertanian dan peternakan sangat tinggi mealui program Bariri Tani dan Bariri Ternak;
21.  Permintaan pasar komsumsi daging berkualitas sangat tinggi.
BAB III

ISU-ISU STRATEGIS 
2.1.  Identifikasi Permasalahan
Beberapa permasalahan yang selama ini dihadapi dan perlu mendapatkan perhatian dalam pembangunan pertanian perkebunan dan peternakan daerah Kabupaten Sumbawa Barat selama periode tahun 2017 sampai dengan 2021 sebagai berikut:
1. Belum optimalnya produksi dan produktivitas tanaman pangan dan hortikultura;
2. Masih rendahnya kesejahteraan petani disektor tanaman pangan dan hortikultura;
3. Meningkatnya laju konversi lahan pertanian ke non pertanian;
4. Masih rendahnya daya saing produk pertanian tanaman pangan dan hortikultura;
5. Perubahan iklim global yang berakibat kepada perubahan musim yang tidak menentu;
6. Masih terbatasnya akses petani terhadap permodalan dan teknologi;
7. Masih terbatasnya pengetahuan petani;
8. Belum optimalnya penggunaan dan penyebaran benih bersetifikat pada komoditas tanaman pangan dan hortikultura;
9. Belum optimalnya infrastruktur sarana dan prasarana pertanian tanaman pangan dan hortikultura;
10. Rendahnya produksi komoditas perkebunan;
11. Terbatasnya infrastruktur produksi perkebunan;
12. Terbatasnya modal usaha peternakan;
13. Masih tingginya tingkat pencurian ternak;
14. Terbatasnya budidaya ternak system kandang;
15. Terbatasnya sarana dan prasarana produksi peternakan;
16. Rendahnya daya saing produk pengolahan peternakan.
2.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati
Visi daerah dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2016-2021 adalah
“terwujudnya pemenuhan hak-hak dasar masyarakat yang berkeadilan menuju Kabupaten Sumbawa Barat sejahtera berlandaskan gotong-royong”
Makna yang terkandung dalam visi tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut: 

1. Gotong-royong. Gotong-royong adalah modal sosial yang senantiasa tumbuh dan berkembang di tengah masyarakat Sumbawa Barat. Gotong-royong dalam bekerja adalah kultur dan budaya yang mengakar dalam kehidupan masyarakat untuk menghadapi tantangan zaman dan menyelesaikan permasalahan. Musyawarah untuk menghadapi tantangan zaman dan menyelesaikan permasalahan. Musyawarah untuk mufakat dalam pengambilan keputusan, dan gotong-royong dalam bekerja adalah instrumen yang sangat kuat untuk memobilisasi seluruh sumberdaya yang dimiliki Kabupaten Sumbawa Barat. Semangat kolektifitas menggerakkan partisipasi untuk mewujudkan cita-cita Ber-Sumbawa Barat. Tanpa semangat musyawarah mufakat dan gotong-royong, maka segala ide, nilai dan pelaksanaan pembangunan tidaklah sukses.    

2. Pemenuhan Hak-hak Dasar. Pemenuhan hak-hak dasar adalah instrumen utama untuk mewujudkan masyarakat Sumbawa Barat yang sejahtera dengan dilandasi gotong-royong. Pemenuhan hak-hak dasar rakyat adalah urusan pemerintahan yang diatur oleh perangkat Undang-Undang. Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan langsung degan Pelayanan Dasar meliputi: pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, penataan ruang, perumahan, perhubungan, kependudukan dan catatan sipil, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, keluarga berencana dan keluarga sejahtera, sosial, ketenagakerjaan, dan ketahanan pangan. Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar meliputi: perencanaan pembangunan, lingkungan hidup,  pertanahan, koperasi dan usaha kecil dan menengah, penanaman modal, kebudayaan, kepemudaan dan olahraga, kesatuan bangsa dan politik dalam negeri; otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian; pemberdayaan masyarakat dan desa; statistik; kearsipan; komunikasi dan informatika; perpustakaan. Sementara itu, Urusan Pemerintahan Pilihan sebagai berikut: pertanian (meliputi: tanaman pangan, perkebunan, dan peternakan); kehutanan; energi dan sumber daya mineral; pariwisata; kelautan dan perikanan; perdagangan; industri; ketransmigrasian. 

3.
Berkeadilan. Berkeadilan adalah terdistribusinya hak-hak dasar yang sebesar-besarnya bagi kepentingan masyarakat luas dengan kualitas yang sesuai dengan indikator-indikator kemanusiaan yang adil dan beradab. Berkeadilan juga mengandung makna keberpihakan untuk melindungi dan membina masyarakat yang secara ekonomi dan sosial masuk dalam kategori masyarakat rentan dan masyarakat miskin. Pemerintah Daerah akan memenuhi hak-hak dasar masyarakat yang sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan, nilai demokrasi serta berdasarkan Undang-Undang dan Peraturan yang berlaku. Pemerintah Daerah akan menghadirkan pemerintahan yang benar-benar bekerja untuk masyarakat sebagai bentuk perhatian dan upaya yang luar biasa terhadap kelompok masyarakat rentan dan miskin yang membutuhkan perlindungan dan pemberdayaan. 

4.
Masyarakat Sejahtera. Masyarakat sejahtera adalah Cita-cita dilaksanakannya pembangunan dan pemerintahan. Kesejahteraan (welfare) pada umumnya didefinisikan sebagai kesejahteraan ekonomi yang memiliki indikator pada: (i) peningkatan pertumbuhan ekonomi, (ii) pengendalian inflasi, dan (iii) penciptaan lapangan kerja. Namun, kesejahteraan ekonomi tidak dapat berdiri sendiri. Terdapat aspek sosial dan lingkungan yang juga saling mempengaruhi. Aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan yang berinteraksi berpusat pada usaha meningkatkan kualitas hidup (quality of life). Oleh karena itu, dalam lima tahun ke depan, pemenuhan hak-hak dasar yang berkeadilan dilandasi semangat gotong-royong, harus diikuti dengan upaya-upaya yang luar biasa untuk mewujudkan kesejahteraan (welfare) dan meningkatkan kualitas hidup (quality of life) agar masyarakat Kabupaten Sumbawa Barat benar-benar merasakan dan meraih manfaat dan dampak pembangunan. 
Sedangkan misi pembangunan daerah Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2016-2021 sebagai berikut:
1. Mewujudkan pembangunan yang partisipatif dan responsif berlandaskan nilai-nilai agama, kearifan lokal, musyawarah mufakat dan gotong royong. 

2. Mewujudkan kualitas hidup manusia dan masyarakat yang tinggi dan maju.   

3. Mewujudkan pemenuhan hak-hak dasar masyarakat dan pelayanan publik yang berkualitas dan bermanfaat. 

4. Mewujudkan perlindungan dan pemberdayaan bagi kelompok masyarakat miskin dan masyarakat rentan masalah sosial ekonomi.   

5. Mewujudkan peningkatan daya saing menuju kemandirian ekonomi daerah yang berbasis ekologi dan lingkungan.   

6. Mewujudkan industrialisasi sektor unggulan komparatif dan unggulan kompetitif wilayah, inflasi yang terkendali, dan penciptaan kesempatan kerja bagi angkatan kerja yang menganggur.  

Misi untuk mewujudkan pembangunan yang partisipatif dan responsive berlandasan nilai-nilai agama, kearifan local, musyawarah mufakat dan gotong royong merupakan landasan utama dalam pembangunan yang partisifatif  sesuai dengan kearifan local dengan ciri-ciri utama adalah pelibatan masyarakat luas dalam semua proses pembangunan daerah. Misi ini akan menjadi landasan utama pelaksanaan masi lainnya, sehingga keberhasilan pembangunan daerah dapat dirasakan manfaatnya oleh seluruh lapisan masyarakat.
Misi untuk mewujudkan kualitas hidup manusia dan masyarakat yang tinggi dan maju merupakan upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat Sumbawa Barat yang tinggi dan maju yang terdiri dari pendidikan dan ilmu pengetahuan, kesehatan, pemahaman dan pengalaman ajaran agama, serta ketahanan pangan keluarga. Sehingga dengan misi ini akan meningkatkan kualitas sumberdaya manusia Sumbawa Barat sebagai modal utama pembangunan daerah.

Misi untuk mewujudkan pemenuhan hak-hak dasar masyarakat dan pelayanan public yang berkualitas dan bermanfaat merupakan prasyarat utama untuk mendorong proses pembangunan daerah secara cepat dan merata sesuai dengan harapan seluruh lapisan masyarakat. Dengan demikian diharapkan akan dapat mewujudkan pemerintahan daerah yang berorientasi kepada pemenuhan hak-hak dasar masyarakat dan pelayanan publik prima.

Misi untuk mewujudkan perlindungan dan pemberdayaan bagi kelompok masyarakat miskin dan masyarakat rentan masalah social ekonomi merupakan upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan perlindungan kepada masyarakat miskin dan masyarakat rentan masalah social melalui pengurangan beban pengeluaran dan peningkatan pendapatan. Dengan demikian masyarakat miskin dan masyarakat rentan masalah social ekonomi tidak saja menjadi obyek pembangunan daerah tetapi dapat menjadi pelaku pembangunan daerah.

Misi untuk mewujudkan peningkatan daya saing menuju kemandirian ekonomi daerah yang berbasis ekologi dan lingkungan merupakan upaya pemerintah daerah dalam rangka pemanfaatan potensi wilayah untuk dikembangkan dan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran masyarakat Sumbawa Barat, tentunya dengan mengedepankan pelestarian lingkungan hidup menuju pembangunan daerah yang berkelanjutan.
Misi untuk mewujudkan industrialisasi sector unggulan komparatif dan unggulan kompetitif wilayah, inflasi yang terkendali, dan penciptaan kesempatan kerja bagi angkatan kerja yang menganggur merupakan upaya pemerintah daerah untuk mengembangkan kemandirian ekonomi melalui pengembangan industry olahan berbasis potensi local yang dilakukan oleh UMKM sehingga dapat menyerapkan lapangan pekerjaan bagi masyarakat Sumbawa Barat.

Berdasarkan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana telah dijelaskan diatas, maka Dinas Pertanian Perkebunan dan Peternakan sesuai dengan tugas dan fungsinya menjadi sangat berperan pada misi ke-5 yakni mewujudkan peningkatan daya saing menuju kemandirian ekonomi daerah yang berbasis ekologi dan lingkungan.

Salah satu wujud dari peningkatan daya saing adalah peningkatan produksi dan produktivitas pertanian, perkebunan dan peternakan yang dapat memenuhi kebutuhan daerah dan menuju kemandirian pangan daerah. Peningkatan produksi dan produktivitas pertanian, perkebunan dan peternakan juga diharapkan sebagai pemicu kemandirian ekonomi daerah.

2.3. Telaahan Renstra Kementerian dan Renstra Provinsi Nusa Tenggara Barat
2.3.1. Telaahan renstra Kementerian Pertanian 2015-2019
Visi Kementerian Pertanian sebagaimana telah tertuang dalam Renstra Kementerian Pertanian 2015-2019 adalah “terwujudnya system pertanian bioindustri berkelanjutan yang menghasilkan beragam pangan sehat dan produk bernilai tambah tinggi berbasis sumberdaya local untuk kedaulatan pangan dan kesejahteraan petani”. Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, maka misi Kementerian Pertanian ditetapkan sebagai berikut:
1. Mewujudkan kedaulatan pangan;

2. Mewujudkan system pertanian bioindustri berkelanjutan;

3. Mewujudkan kesejahteraan petani;

4. Mewujudkan reformasi birokrasi.

Sebagai penjabaran dari visi dan misi Kementerian Pertanian, maka tujuan pembangunan pertanian periode 2015-2019 yang ingin dicapai yaitu:

1. Meningkatan ketersediaan dan diversifikasi untuk mewujudkan kedaulan pangan;

2. Meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk pangan dan pertanian;

3. Meningkatkan ketersediaan bahan baku bioindustri dan bioenergi;

4. Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani;

5. Meningkatkan kualitas aparatur pemerintah bidang pertanian yang amanah dan professional.

Sedangkan sasaran yang ingin dicapai Kementerian Pertanian dalam periode 2015-2019 adalah:

1. Swasembada padi, jagung dan kedelai serta peningkatan produksi daging dan gula;

2. Peningkatan diverdifikasi pangan;

3. Peningkatan komoditas bernilai tambah, berdaya saing dalam memenuhi pasar ekspor dan substitusi impor;

4. Penyediaan bahan baku bioindustri dan bioenergi;

5. Peningkatan pendapatan keluarga petani;

6. Akuntabilitas kinerja aparatur pemerintah yang baik.

Berdasaarkan visi, misi, tujuan dan sasaran Kementerian Pertanian periode 2015-2019 sebagaimana telah dijelaskan diatas, maka Dinas Pertanian Perkebunan dan Peternakan sesuai dengan tugas dan fungsinya menjadi sangat berperan untuk mewujudkan swasembada padi dan peningkatan produksi daging serta peningkatan keluarga petani.
2.3.2. Telaahan Renstra Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi NTB

Visi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Nusa Tenggara Barat adalah “TERWUJUDNYA NTB SEBAGAI SENTRA PRODUKSI PETERNAKAN MENUJU INDUSTRIALISASI DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT”

Adapun visi diatas, mengandung makna sebagai berikut:

1. Sentra Produksi merupakan daerah sebagai pusat pembibitan dan peggemukan berbasis sumberdaya local melalui pengembangan potensi lahan, dan pengolahanan secara optimal, dimana pengembangan ternak sapi sebagai komoditi strategis pengungkit ekonomi perdesaan yang diikuti dengan pengembangan komoditi ternak lainnya;

2. Industrialisasi merupakan suatu kesatuan model atau pola yang terbentuk dari pengembangan kawasan integritas sector hulu, onfarm dan hilir dalam menyiapkan dan menghasilkan produk olahan yang berkualitas;
3. Kesejahteraan masyarakat merupakan suatu tatanan masyarakat yang mampu mengembangkan dan memanfaatkan segala potensi sumberdaya secara optimal dan berkelanjutan dengan memperhatikan nilai tambah produks.

Untuk mewujudkancita-cita tersebut, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi NTB menetapkan 8 (delapan) misi utama yang menjadi acuan untuk dipedomani dalam Pembangunan Peternakan Secara Komprehensif di Daerah NTB, melalui pendekatan tugas pokok pada masing-masing bidang/pejabat eselon III lingkup Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi NTB adalah:
1. Meningkatkan pelaksanaan disiplin administrasi aparatur, penertiban pengelolaan keuangan dan asset, serta penyusunan dokumen perencanaan yang berorientasi pada hasil dan nilai tambah;

2. Mengembangkan usaha perbibitan dan penggemukan secara terintegrasi melalui optimalisasi padang pengembalaan dan kandang kolektif, penguatan kelembagaan kelompok tani ternak serta program pendampingan yang berkesinambungan;

3. Meningkatkan kewaspadan terhadap kejadian penyakit hewan menular strategis (PHMS) secara dini;

4. Meningkatkan pengendalian pemotongan betina produktif dan pengawasan kualitas produk pangan asal hewan yang Aman Sehat Utuh dan Halal (ASUH);
5. Meningkatkan kemampuan dan keterampilan pelaku usaha pengolahan hasil-hasil peternakan dan produk olahannya.

6. Meningkatkan produksi semen beku sebagai dasar penerapan teknologi inseminasi buatan;

7. Meningkatkan status kesehatan hewan dan pemeriksaan uji cemaran mikroba pada produk pangan asal hewan;

8. Meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat akan pengelolaan hasil samping pertanian sebagai daerah pakan olahan.

Pengolahan hasil sampingan pertanian sebagai pakan olahan. Kebijakan operasional menjadikan NTB sebagai daerah sentra produksi peternakan sebagai periode lanjutan dari NTB Bumi Sejuta Sapi pada hakekatnya merupakan upaya memfasilitasi, merekayasa, menstimulasi, melayani dan mendorong berkembangnya system pembangunan peternakan yang berdaya saing, berkrayatan, social budaya yang mengkar di masyarakat dan berkelanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Secara operasional kebijakan tersebut akan dilaksanakakan di seluruh wilaya NTB dan pada tahap awal diarahkan pada wilayah potensil sebagai sentra produksi sapi untuk dijadikan sebagai pusat pertumbuhan dan komoditas strategis lainnya.
Kebijakan oprasional yang ditempuh untuk menjadikan NTB sebagai Daerah Sentra Produksi Peternakan Dalam Mendukung Pengembangan Industri Peternakan Berbasis Sumberdaya Lokal adalah sebagai berikut :
1. Peningkatan koordinasi dan konsultasi pengembangan SDM.

Peningkatan kapasitas dan kapabilitas sumberdaya aparatur khusunya bidang peternakan harus dilaksanakan secara bertahap dan berkelanjutan melalui diklat/bimtek. Oleh karena itu, koordinasi dan konsultasi terkait pengembangan kapasitas aparatur dilaksanakan dengan instansi/lembaga terkait sehingga pelaksanaan bias berkesinambungan.

2. Pengembangan sentra perbibitan sapi terintegrasi.

Pengembangan kawasan ternak sapi yang berintegrasi dengan komoditi lain perlu dilakukan dalam rangka mendorong pengembangan dan perluasan cakupan kegiatan usaha integrasi dengan komoditi perkebunan, kehutanan, tanaman pangan, dan lain-lain yang secara teknis dapat saling bersinergi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Diharapkan dapat terwujudnya kesepahaman kerjasama dengan instansi terkait baik lintas subsector maupun sector dalam melaksanakan pembinaan kawasan perbibitan sapi (Beef Cattle Center) sebagai upaya mengoptimalkan sumberdaya pengembangan di pedesaan.

3. Pengembangan pakan ternak

Pengembangan pakan sapi diarahkan untuk menyediakan pakan ternak sapi yang cukup dan berkelanjutan sepanjang musim melalui optimalisasi hijauan pakan ternak (HMT) berkualitas, pemanfaatan limbah pertanian, pembibitan dan penanaman Hijauan Makanan Ternak dan perbaikan padang pengembalaan (perbaikan kualitas pakan, pembuatan embung dan sumur bor)

4. Pengendalian Pencegahan pengobatan dan Pemberantasan Penyakit Hewan Menular Strategis Diarahkan pada upaya pencegahan dan pengendalian penyakit hewan menular melalui penerapan system pencegahan dini (Early Warning Sistem), pengawasan lalu lintas hewan dan peredaran obat-obatan dan vaksin, pengamatan penyakit hewan, pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan menular dan pelayanan kesehatan ternak melalui pemberdayaan Pos Kesehatan Hewan (Pos Keswan).
5. Peningkatan Kesehatan Masyarakat Veteriner
Kebijakan peningkatan penyediaan daging yang ASUH bagi masyarakat dilakukan melalui perbaikan system pemotongan ternak (Teknis dan administrasi), melengkapi sarana dan prasarana pendukung Rumah Potong Hewan (RPH) dan peningkatan teknologi pasca panen.

6. Peningkatan Akses Permodalan.

Kebijakan fasilitas permodalan diarahkan dalam rangka peningkatan kemampuan produksi dan produktivitas peternak melalui fasilitasi akses pemanfaatan secara optimal skim kredit Perbankan dan mendorong pemerintah untuk memberikan kredit khusus untuk pengembangan usaha peternakan sapi.

7. Sosialisasi dan pendampingan penggunaan semen beku bermutu.

Peningkatan produksi semen beku balai Inseminasi Buatan Banyumulek (Lelede) dan penyebaran semen beku program pemerintah pusat harus segera mendapat perhatian dari peternak dan kelompok peternak, sehingga program kerja pemerintah bisa dimanfaatkan dengan baik dalam meningkatkan kelahiran ternak melalui aplikasi teknologi inseminasi buatan (semen beku/straw). 
8. Peningkatan pelayanan medik keswan dan uji laboratorium veteriner.

Pelayanan medik kesehatan hewan baik melalui pendekatan aktif maupun semi aktif diharapkan dapat menjamin status kesehatan hewan yang baik sebagai dasar peningkatan produksi dan produktifitas ternak secara berkelanjutan. Oleh karena itu eksistensi rumah sakit hewan dan laboratorium veteriner menjadi salah satu indikator penggerak pembangunan bidang peternakan di daerah.

Memperhatikan Visi dan Misi serta kebijakan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi NTB, maka berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Pertanian Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Sumbawa Barat menjadi sangat berperan dan mendukung terealisasinya kebijakan pembangunan peternakan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

3.3.3. Telaahan Renstra Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi NTB
Visi pembangunan pertanian dan perkebunan Provinsi Nusa Tenggara Barat adalah “Terwujudnya pertanian tanaman pangan dan hortikultura yang tangguh, modern dan efisien”.
Misi Pembangunan Pertanian dan Perkebunan Provinsi Nusa Tenggara Barat adalah :

1. Meningkatkan Kualitas dan Ketertiban Pengolahan Sumber Daya Pertanian Dan Perkebunan;

2. Meningkatkan produksi, produktivitas dan mutu tanaman pangan untuk mencapai swasembada dan swasembada berkelanjutan;

3. Meningkatkan produksi, produktivitas dan mutu produk tanaman perkebunan berkelanjutan;
4. Meningkatkan penyediaan dan pengembangan prasarana dan sarana pertanian dan perkebunan;

5. Meningkatkan kualitas pelayanan sertifikasi benih, pelayanan laboratorium pengujian mutu benih, frekuensi pengawasan mutu benih di pasaran, pembinaan penggunaan benih bersertifikat kepada masyarakat dan meningkatkan kualitas dan akurasi kegiatan uji adaptasi dan observasi;

6. Meningkatkan pemanfaatan dan pelestarian keragaman sumberdaya alam dan sumberdaya hayati secara berimbang dan berkelanjutan dalam rangka pengendalian organisme pengganggu tanaman pertanian dan perkebunan (OPT);

7. Meningkatkan produksi dan produktivitas Benih Sumber Tanaman Pertanian dan Perkebunan bermutu dari varietas unggul dengan prinsip tuju tepat;

Memperhatikan visi dan misi pembangunan pertanian provinsi NTB, maka Dinas Pertanian Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Sumbawa Barat sesuai dengan tugas dan fungsinya menjadi sangat berperan dan mendukung tercapainya visi dan misi Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi NTB.
3.4. TELAAHAN RTRW DAN KLHS
3.4.1. TELAAHAN RTRW
Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2011-2031. Pasal 25 menyatakan bahwa kawasan peruntukan pertanian terdiri atas a) kawasan peruntukan tanaman pangan, b) kawasan peruntukan hortikultura, c) kawasan peruntukan perkebunan, dan d) kawasan peruntukan peternakan.
Lebih lanjut dijelaskan bahwa kawasan peruntukan tanaman pangan di seluruh Kabupaten Sumbawa Barat dengan luas kurang lebih 7.750 Hektar yang terdiri atas a) daerah yang beririgasi teknis dengan tanaman pangan berkelanjutan; dan b) lahan kering dengan tanaman pangan berkelanjutan terdapat di Kecamatan Poto Tano, sebagian Kecamatan Seteluk, Taliwang dan Sekongkang. Kawasan peruntukan hortikultura tersebar di seluruh Kabupaten Sumbawa Barat diarahkan di lahan pertanian yang berada di kawasan perkotaan.

Kawasan peruntukan perkebunan terdiri atas a) pengembangan perkebunan kelapa diarahkan di Kecamatan Taliwang, Seteluk, Jereweh, Brang Ene, Poto Tano, dan Brang Rea serta mempertahankan perkebunan kelapa yang sudah ada di Kecamatan Maluk dan Sekongkang seluas kurang lebih 1.055 Hektar; b) pengembangan perkebunan kopi diarahkan di Kecamatan Brang Rea dan Brang Ene seluas kurang lebih 235 Hektar; c) pengembangan perkebunan jambu mete diarahkan di semua Kecamatan yang ada di Kabupaten Sumbawa Barat seluas kurang lebih 1. 335 Hektar; d) pengembangan komoditi Sorgum dan Sisal yang berada di Kecamatan Maluk dan Sekongkang dan e) pengembangan kacang tanah di Samarekat, Kecamatan Poto Tano.
Kawasan peruntukan Peternakan terdiri atas sebaran lahan peternakan di Kabupaten Sumbawa Barat diarahkan di Kecamatan Seteluk seluas kurang lebih 1.257 Hektar, di Kecamatan Taliwang seluas kurang lebih 1.510 Hektar, di Kecamatan Brang Rea seluas kurang lebih 162 Hektar, di Kecamatan Jereweh seluas kurang lebih 289 Hektar, dan di Kecamatan  Sekongkang seluas kurang lebih 35 Hektar. Kawasan peruntukan peternakan diprioritaskan dikembangkan di setiap kecamatan dalam rangka mendukung program Bumi Sejuta Sapi (BSS).
Pembangunan Rumah Potong Hewan (RPH) berstandar internasional di Kecamatan Poto Tano, Peningkatan, peningkatan fungsi dan fasilitas pasar hewan di Kecamatan Poto Tano, dan pembangunan pasar hewan di Kecamatan Jereweh.

Pengembangan dan pengolahan peternakan dilakukan dengan cara peningkatan produksi ternak, penggemukan ternak, pembibitan ternak, penyediaan pakan ternak, dan pengembangan industry pengolahan hasil ternak.

Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah sebagaimana telah dijelaskan diatas, maka Dinas Pertanian Perkebunan dan Peternakan sesuai dengan tugas dan fungsinya menjadi sangat berperan untuk mewujudkan pengeloaan pertanian tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan yang berkelanjutan.

3.4.2. TELAAN KLHS
Kajian lingkungan hidup strategis (KLHS) merupakan suatu pertimbangan atau rekomendasi pengelolaan pertanian, perkebunan dan peternakan yang memperhatikan dampaknya terhadap lingkungan hidup. Beberapa pola pengembangan pertanian yang berpengaruh kepada lingkungan hidup sebagai berikut :
1. Pengolahan lahan yang berlebihan Pengelohan lahan yang berlebihan menyebabkan kesuburan tanah menjadi menurun, sehingga dibutuhkan pola pengolahan lahan dan penggunaan sarana produksi yang ramah lingkungan.
2. Penggunaan pestisida dan pupuk kimia Penggunnan produk ini yang berlebihan menyebabkan peningkatan pencemaran lingkungan hidup, sehingga dibutuhkan sosialisasi yang masiv penggunaan pupuk dan pestisida kimiawi sesuai anjuran melalui SLPHT, SWIT dan memperbanyak penggunaan pupuk organik , agnesia hayati dan pestisida nabati. Selain itu juga perlu digalakkan standarisasi pertanian dan pengelolaan pertanian organic secara benar.
3. Pengolahan pascapanen produk pertanian Pengolahan produk pertanian yang dilakukan selama ini menyebabkan pencemaran udara dan kebisingan, sehingga dibutuhkan pengaturan lokasi penggilingan padi yang jauh dari pemukiman penduduk.
3.5. PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS
Penentuan isu-isu strategis didasarkan kepada analisis permasalahan, telaahan visi, misi dan program Kepala clan Wakil Kepala Daerah, telaahan Renstra Kementerian Pertanian dan Dinas Pertanian Provinsi NTB serta telaahan RTRW dan KLHS, maka ditetapkan isu-isu strategis dalam pengembangan pertanian, perkebunan dan peternakan sebagai berikut :
1. Memantapkan produksi dan produktivitas tanaman pangan menuju swasembada pangan; 
2. Meningkatkan pengolahan lahan pertanian yang ramah lingkungan; 
3. Peningkatan penyediaan dan pengawasan peredaran benih unggul bersertifikat; 
4. Peningkatan pengamatan dan pengendalian OFT; 
5. Peningkatan SDM pertanian yang berkualitas, terampil, professional dan mandiri; 
6. Peningkatan kemitraan petani, kelompok tani dan pengusaha; 
7. Memantapkan swasembada daging; 
8. Peningkatan pengawasan ternak antar daerah antar pulau; 
9. Peningkatan kesehatan ternak.
BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN 

4.1. VISI DAN MISI
Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pertanian Perkebunan Peternakan merupakan turunan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Surnbawa Barat 2016 - 2021. Sehingga dalarn menetapkan visi dinas harus mengacu kepada RPJMD.
Visi Dinas Pertanian Perkebunan Peternakan adalah
"menuju petani sejahtera dan mandiri berbasis pertanian, perkebunan dan peternakan yang unggul"
Visi ini mengandung makna sebagai berikut :
· Sejahtera dan mandiri mengandung makna bahwa dampak dari program dan kegiatan adalah petani yang sejahtera dan mandiri. 
· Pertanian, perkebunan dan peternakan yang unggul mengandung makna bahwa pembangunan bidang pertanian, perkebunan dan peternakan harus menjadi perhatian utama sehingga menjadi unggulan daerah.
Misi pada dasarnya merupakan upaya umum yang ditetapkan untuk mewujudkan visi Dinas Pertanian, perkebunan dan Peternakan. Oleh karena itu, ditetapkan misi Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan 2017-2021 sebagai berikut :
1. Meningkatkan ketersediaan pangan daerah. 
2. Meningkatkan kemandirian tanaman hortikultura daerah. 
3. Meningkatkan ketersediaan komoditas perkebunan daerah. 
4. Meningkatkan ketersediaan komoditas peternakan. 
5. Meningkatnya kualitas sumber daya manusia dan kelembagaan penyuluh
6. Meningkatkan kelancaran dan ketertiban pelayanan internal.
Misi untuk meningkatkan ketersediaan pangan daerah merupakan upaya dalam meningkatkan ketersediaan pangan daerah terutama komoditas padi dan jagung. 
Misi untuk meningkatkan kernandirian tanaman hortikultura daerah merupakan upaya dalam meningkatkan produksi tanaman hortikultura dalam daerah yang mencukupi kebutuhan masyarakat, sehingga mengurangi arus kedatangan komoditas sejenis dari daerah lain.
Misi untuk meningkatkan ketersediaan komoditas perkebunan daerah merupakan upaya dalam rangka meningkatkan produksi komoditas perkebunan sesuai dengan karakteristik wilayah Kabupaten Sumbawa Barat. 
Misi untuk meningkatkan ketersediaan komoditas peternakan merupakan upaya dalam pernbangunan peternakan melalui pengembangan usaha peternakan dengan sistem penggemukan (kandang) dan penyediaan sarana dan prasarana pendukung lainnya.

Misi untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan kelembagaan penyuluh dengan system pelatihan dan pemenuhan penyuluhan terampil.
Misi untuk meningkatkan kelancaran dan ketertiban pelayanan internal merupakan upaya dalam meningkatkan pelayanan internal untuk mendukung pencapaian target-target yang telah ditetapkan.
4.2. TUJUAN DAN SASARAN
Memperhatikan visi dan misi Dinas Pertanian Perkebunan dan Peternakan sebagaimana telah dijabarkan diatas, maka tujuan dan sasarannya sesuai dengan masing-masing misi sebagai berikut :
1. Meningkatkan ketersediaan pangan daerah, ditetapkan tujuan sebagai berikut :
a. Meningkatnya kuantitas dan kualitas produksi tanarnan pangan; dimana sasarannya meliputi (1) tersedianya petani dan pelaku usaha pertanian yang terlatih, (2) tersedianya kebijakan yang jelas, (3) tersedianya pupuk dan bibit yang berkualitas, (4) tersedianya modal usaha pertanian yang cukup, (5) tersedianya sarana produksi yang memadai, (6) tersedianya prasarana pengolahan pascapanen yang memadaidan (7) tersedianya data dan informasi kondisi tanaman pangan yang valid.
b. Meningkatnya kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana produksi pertanian tanaman pangan; dengan sasarannya meliputi (1) tersedianya alat pengolahan lahan dan produksi pertanian tanaman pangan yang memadai, dan (2) tersedianya prasarana produksi pertanian tanaman pangan yang memadai.
2. Meningkatkan kemandirian tanaman hortikultura daerah, ditetapkan tujuan sebagai berikut :
a. Meningkatnya kuantitas produksi tanaman hortikultura; dengan sasarannya meliputi(l) tersedianya petani dan pelaku usaha tanaman hortikultura yang profesional, (2) tersedianya kebijakan yang jelas, (3) tersedianya pupuk dan bibit yang berkualitas, (4) tersedianya modal usaha tanaman hortikultura yang cukup, (5) tersedianya sarana produksi yang memadai, dan (6) tersedianya data dan informasi kondisi tanaman hortikultura yang valid.
b. Meningkatnya kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana pertanian tanaman hortikultura; dengan sasarannya meliputi (l) tersedianya alat pengolahan lahan dan produksi pertanian tanaman hortikultura yang memadai, dan (2) tersedianya prasarana produksi tanaman hortikultura yang cukup.
3. Meningkatkan ketersediaan komoditas perkebunan daerah, ditetapkan tujuan sebagai berikut :
a. Meningkatnya kuantitas produksi komoditas perkebunan; dengan sasarannya meliputi(l) tersedianya petani dan pelaku usaha perkebunan yang profesional, (2) tersedianya kebijakan yang jelas, (3) tersedianya pupuk dan bibit yang berkualitas, (4) tersedianya modal usaha perkebunan yang cukup, (5) tersedianya sarana dan prasarana produksi perkebunan yang memadai, dan (6 ) tersedianya data dan informasi kondisi perkebunan yang valid.
b. Meningkatnya kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana produksi perkebunan; dimana sasarannya meliputi (1) tersedianya sarana dan prasarana pengolahan lahan clan produksi perkebunan yang mernadai, (2) tersedianya prasarana produksi perkebunan yang cukup.
4. Meningkatkan ketersediaan komoditas peternakan, ditetapkan tujuan sebagai berikut :
a. Meningkatnya kuantitas komoditas peternakan; dimana sasarannya meliputi (1) tersedianya peternak yang profesional, (2) tersedianya tersedianya kebijakan yang jelas, (3) tersedianya modal usaha peternakan yang cukup, (4) tersedianya sarana dan prasarana pengolahan komoditas peternakan yang. memadai, (5) tersedianya lahan hijauan makan ternak yang cukup, dan (6) terbinanya kelompok peternak secara berkesinambungan.
b. Meningkatnya efektivitas pelayanan kesehatan ternak; dengan sasarannya meliputi (1) tersedianya petugas kesehatan ternak yang profesional, (2) tersedianya obat-obatan dan vaksin ternak yang cukup, (3) terawasinya lalu lintas ternak antar pulau antar tersuluhnya petani ternak yang kabupaten, dan (4) berkesinambungan.

5. Meningkatnya kualitas sumber daya manusia dan kelembagaan penyuluh ditetapkan tujuan sebagai beriukut:

a. Meningkatnya kapasitas tenaga penyuluh dengan sasarannya meliputi (1) Peningkatan Kapasitas Pelaku Utama/Petani (2) Pengembangan Materi dan Informasi Penyuluhan
b. Meningkatnya kelembagaan penyuluhan dengan sasaranya meliputi (1) Penyusunan Programa penyuluhan pertanian (2) Pengembangan Balai Penyuluhan Pertanian
6. Meningkatkan kelancaran dan ketertiban pelayanan internal, ditetapkan tujuan sebagai berikut :

a. Meningkatnya kualitas dan kuantitas laporan SKPD; dengan sasarannya meliputi (1) tersedianya laporan keuangan tepat waktu, dan (2) tersedianya laporan akuntabilitas kinerja tepat waktu.
b. Meningkatnya sasarannya meliputi (1) tersedianya dokumen Renstra SKPD tepat waktu, (2) tersedianya dokumen Renja SKPD tepat waktu, (3) tersedianya dokumen LPPD tepat waktu, (4) tersedianya dokumen RKA/DPA beserta perubahannya tepat waktu, dan (5) tersedianya data dan informasi capaian perencanaan SKPD yang valid.
c. Meningkatnya efektivitas pelayanan perkantoran; dirnana sasarannya meliputi (I) tersedianya aparat yang profesional, (2) tersedianya sarana dan prasarana yang memadai, dan (3) tersedianya laporan kepegawaian tepat sasaran.
4.3. STRATEGI DAN KEBIJAKAN
Strategi merupakan langkah untuk memecahkan permasalahan yang penting dan mendesak untuk segera dilaksanakan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun serta memiliki dampak yang besar terhadap pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran. Untuk mewujudkan visi pembangunan jangka menengah Dinas Pertanian Perkebunan dan Peternakan 2017-2021, maka ditetapkan strategi sesuai masing-masing misi antara lain sebagaimana tersaji secara dalam table 4.1.
Kebijakan merupakan pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran selama priode Renstra 2017-2021 sebagaimana tersaji secara rinci dalam table 4.1. berikut ini.
Tabel 15. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Pertanian Perkebunan dan Peternakan
	No.
	Tujuan
	Sasaran
	Starategi
	Kebijakan

	
	
	
	
	Arah Kebijakan
	Kebijakan Umum

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)

	MISI 1 : Meningkatkan ketersediaan pangan daerah 

	1.
	Meningkatnya ketersediaan pangan daerah
	1. Tersedianya petani dan pelaku usaha pertanian yang terlatih

2. Tersedianya kebijakan yang jelas 

3. Tersedianya pupuk dan bibit yang berkualitas

4. Tersedianya modal usaha 

5. Tersedianya sarana produksi yang memadai

6. Tersedianya prasarana pengolahan pascapanen yang memadai

7. Tersedianya data dan informasi kondisi tanaman


	1. Edukasi dan visitasi

2. Evaluasi, dokumentasi dan regulasi

3. Transaksi dan konstruksi

4. Sosialisasi, fasilitasi dan mediasi

5. Transaksi

6. Konstruksi dan rehabilitasi

7. Identifikasi, evaluasi dan reportasi
	1. Petani pelaku usaha pertanian tanaman pangan
2. Standarisasi bibit dan pengolahan

3. Pupuk dan bibit kebutuhan petani

4. Modal usaha tani

5. Sarana produksi pertanian tanaman pangan

6. Prasarana pascapanen

7. Data kondisi produksi pertanian tanaman pangan
	1. Kerjasama dengan Pemerintah Pusat dan Provinsi serta lembaga pendidikan dan pelatihan pertanian lainnya
2. Kerjasama dengan Pemerintah Pusat dan Provinsi

3. Kerjasama dengan Pemerintah Pusat dan Provinsi

4. Kerjasama dengan Pemerintah Pusat dan Provinsi serta lembaga perbankan

5. Kerjasama dengan Pemerintah Pusat dan Provinsi 

6. Kerjasama dengan Pemerintah Desa dan BPS

	2.
	Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pertanian tanaman pangan
	1. Tersedianya alat pengolahan dan produksi pertanian yang memadai

2. Tersedianya prasarana produksi pertanian tanaman pangan yang memadai
	1. Transaksi 
2. Konstruksi dan rehabilitasi
	1.  Alat pengolahan lahan sawah dan lahan kering.
2. Lahan sawah dan lahan kering.
	1. Kerjasama dengan pemerintah pusat dan provinsi.
2. Kerjasama dengan pemerintah pusat dan provinsi serta pemerintah desa.

	MISI 2 : Meningkatkan kemandirian tanaman hortikultura daerah

	3.
	Meningkatnya Kualitas dan kuantitas produksi tanaman hortikultura.
	1. Tersedianya petani dan pelaku usaha tanaman hortikultura yang professional.
2. Tersedianya kebijakan yang jelas.

3. Tersedianya pupuk dan bibit yang berkualitas.

4. Tersedianya modal usaha tanaman hortikultura yang cukup.

5. Tersedianya sarana produksi yang memadai.

6. Tersedianya data dan informasi kondisi tanaman hortikultura yang valid.
	1. Edukasi dan Visitasi.
2. Evaluasi, dokumentasi dan regulasi.
3. Transaksi.

4. Sosialisasi, fasilitasi dan mediasi.

5. Transaksi

6. Identifikasi dan reportasi.


	1. Petani dan pelaku usaha hortikultura.
2. Standarisari bibit dan pengolahan.

3. Pupuk dan bibit kebutuhan tanaman.

4. Modal usaha petani hortikultura.

5. Sarana produksi tanaman hortikultura.

6. Data kondisi produksi tanaman hortikultura.
	1. Kerjasama dengan Pemerintah Pusat dan Provinsi serta lembaga pendidikan dan pelatihan pertanian lainnya

2. Kerjasama dengan Pemerintah Pusat dan Provinsi

3. Kerjasama dengan Pemerintah Pusat dan Provinsi

4. Kerjasama dengan Pemerintah Pusat dan Provinsi serta lembaga perbankan

5. Kerjasama dengan Pemerintah Pusat dan Provinsi 

6. Kerjasama dengan Pemerintah Desa dan BPS

	4.
	Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana tanaman hortikultura
	1.  Tersedianya alat pengolahan lahan tanaman hortikultura yang memadai.
2. Tersedianya prasarana produksi pertanian hortikultura yang memadai.
	1. Transaksi
2. Konstruksi dan rehabilitasi.
	1. Alat pengolahan lahan tanaman hortikultura.
2. Lahan tanaman hortikultura.
	1. Kerjasama pemerintah pusat dan provinsi.
2. Kerjasama pemerintah pusat, provinsi dan desa.

	MISI 3 : Meningkatkan ketersediaan komoditas perkebunan daerah

	5.
	Meningkatkan kualitas dan kuantitas produksi komoditas perkebunan 
	1. Tersedianya petani dan pelaku usaha perkebunan yang professional.

2. Tersedianya kebijakan yang jelas.

3. Tersedianya pupuk dan bibit yang berkualitas.

4. Tersedianya modal usaha perkebunan yang cukup.

5. Tersedianya sarana dan prasarana produksi perkebunan yang memadai.

6. Tersedianya data dan informasi kondisi perkebunan yang valid.
	1.  Edukasi dan Visitasi.

2. Evaluasi, dokumentasi dan regulasi.
3. Transaksi.
4. Sosialisasi, fasilitasi dan mediasi.
5. Transaksi
6. Identifikasi dan reportasi.


	1. Petani dan pelaku usaha perkebunan.

2. Standarisasi bibit dan pengolahan usaha perkebunan.

3. Pupuk dan bibit perkebunan.

4. Modal usaha perkebunan.

5. Sarana dan prasarana produksi perkebunan.

6. Data kondisi usaha perkebunan.
	1. Kerjasama dengan Pemerintah Pusat dan Provinsi serta lembaga pendidikan dan pelatihan pertanian lainnya.

2. Kerjasama dengan Pemerintah Pusat dan Provinsi.
3. Kerjasama dengan Pemerintah Pusat dan Provinsi.
4. Kerjasama dengan Pemerintah Pusat dan Provinsi serta lembaga perbankan.
5. Kerjasama dengan Pemerintah Pusat dan Provinsi.
6. Kerjasama dengan Pemerintah Desa dan BPS.

	6.
	Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana perkebunan.
	1. Tersedianya sarana dan prasarana pengolahan lahan perkebunan yang memadai.

2. Tersedianya prasarana produksi perkebunan yang cukup.
	1. Transaksi dan kontruksi.

2. Alokasi, kontruksi dan rehabilitasi.

	1. Sarana dan prasarana pengolahan lahan perkebunan.

2. Lahan perkebunan.
	1. Kerjasama dengan pemerintah pusat dan provinsi.

2. Kerjasama dengan pemerintah pusat dan provinsi

	MISI 4 : Meningkatkan ketersediaan komoditas peternakan

	7.
	Meningkatnya kualitas dan kuantitas komoditas peternakan.
	1. Tersedianya peternak yang professional.
2. Tersedianya kebijakan yang jelas.

3. Tersedianya modal usaha peternakan yang cukup.

4. Tersedianya sarana dan prasarana pengolahan komoditas peternakan yang memadai.

5. Tersedianya lahan hijauan pakan ternak yang cukup.

6. Terbinanya kelompok peternak secara berkesinambungan.
	1. Edukasi dan visitasi.
2. Evaluasi dan regulasi.

3. Sosialisasi dan fasilitasi.

4. Alokasi, transaksi dan konstruksi.

5. Alokasi, konstruksi dan rehabilitasi.

6. Sosialisai dan fasilitasi.
	1. Peternak.
2. Standar pengolahan ternak.

3. Modal usaha peternakan.

4. Sarana dan prasarana pengolahan komoditas peternakan.

5. Lahan hijauan makan ternak.

6. Kelompok usaha peternakan.
	1. Kerjasama dengan pemerintah pusat dan provinsi.
2. Kerjasama dengan pemerintah pusat dan provinsi serta lembaga perbankan.

3. Kerjasama dengan pemerintah pusat dan provinsi.

4. Kerjasama dengan pemerintah pusat dan provinsi.

5. Kerjasama dengan pemerintah pusat dan provinsi serta pemerintah daerah.

	8.
	Meningkatnya evektivitas pelayanan kesehatan ternak
	1. Tersedianya petugas kesehatan ternak yang professional.
2. Tersedianya obat-obatan dan vaksin ternak yang cukup.

3. Terawasinya lalu lintas ternak antar pulau antar kabupaten.

4. Tersuluhnya petani peternak yang berkesinambungan.
	1. Edukasi dan visitasi.
2. Alokasi dan transaksi.

3. Evaluasi, sosialisai dan regulasi.

4. Edukasi dan visitasi.
	1. Petugas kesehatan ternak.
2. Obat-obatan dan vaksin ternak.

3. Petugas pemantauan lalu lintas ternak.

4. Petani ternak.
	1. Kerjasama dengan pemerintah pusat dan provinsi.

2. Kerjasama dengan pemerintah pusat dan provinsi.

3. Kerjasama dengan pemerintah pusat dan provinsi.

4. Kerjasama dengan pemerintah pusat dan provinsi

	MISI 5: Meningkatkan Kelancaran dan Ketertiban Pelayanan Internal

	9.
	Meningkatnya  kuantitas dan kualitas laporan SKPD
	1. Tersedianya laporan keuangan tepat waktu.

2. Tersedianya laporan akuntabilitas kinerja tepat waktu.
	1. Identifikasi dan reportasi.

2. Identifikasi dan reportasi.


	1. Laporan keuangan SKPD.

2. Dokumen LAKIP.
	1. Kerjasama dengan instansi terkait.
2. Kerjasama dengan instansi terkait.



	10.
	Meningkatnya kualitas penyusunan program SKPD
	1. Tersedianya dokumen rencana tepat waktu.
2. Tersedianya data dan informasi capaian perencanaan SKPD yang valid.
	1. Konsultasi dan reportasi.
2. Identifikasi dan reportasi.
	1. Dokumen rencana tahunan dan menengah.
2. Data dan informasi capaian rencana SKPD
	1. Kerjasama dengan instansi terkait.

2. Kerjasama dengan instansi terkait.



	11.
	Meningkatnya evektivitas pelayanan perkantoran
	1. Tersedianya aparat yang professional.

2. Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai.

3. Tersedianya laporan kepegawaian tepat sasaran.
	1. Edukasi dan visitasi.

2. Transaksi dan konstruksi.

3. Evaluasi dan reportasi.
	1. Aparatur SKPD.

2. Sarana dan prasarana internal SKPD

3. Dokumen kondisi pegawai.


	1. Kerjasama dengan pemerintah pusat dan provinsi serta lembaga pendidikan.

2. Kerjasama dengan pemerintah pusat dan provinsi serta instansi terkait.

3. Kerjasama dengan instansi terkait.


BAB V

PERENCANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF
Rencana program dan kegiatan sebagaimana yang diperlihatkan pada table di bawah ini, merupakan implementasi visi, misi, tujuan dan sasaran yang disertai juga dengan indikatif pendanaan.

Pada table 12 terlihat bahwa jumlah program sebanyak 23 program dan 63 kegiatan yang akan memberikan dampak bagi pembangunan bidang pertanian, perkebunan dan bidang peternakan di Kabupaten Sumbawa Barat di masa yang akan dating.
Tabel. 16. Rencana Program, kegiatan indikator kinerja Kelompok sasaran program dan pendanaan Indikatif Dinas Pertanian Perkebunan dan Peternakan
[image: image1.emf] Target    Rp. (juta)   Target    Rp. (juta)   Target    Rp. (juta)   Target    Rp. (juta)   Target    Rp. (juta)   Target    Rp. (juta) 

                    1.00                      2.00                            3.00                            4.00                    5.00                            6.00                      7.00                                   8.00                                      9.00                               10.00                    11.00                    12.00                    13.00                   14.00                    15.00                    16.00                   17.00                    18.00                               19.00                                 20.00                            21.00 

 4. tersedianya modal 

usaha pertanian yang 

terlatih 

 Jumlah petani dan 

pelaku usaha 

pertanian terlatih 

 4. Pengembangan 

bibit unggul 

pertanian 

 Jumlah bibit 

unggul tanaman 

jagung 

 Persentase bibit jagung                      0.20           692,000.00                      0.30          693,000.00                      0.40           695,000.00                     0.50           670,000.00                     2,750,000.00   Dinas Pertanian 

Perkebunan dan 

Peternakan 

 5. Tersedianya 

prasarana pengolahan 

 Jumlah unit 

prasarana pengolahan 

pascapanen 

 5. Pelatihan 

pemantau hama 

penyakit 

 Jumlah PPHP 

terlatih 

 Jumlah PPHP   16 org             66,000.00   16 org            70,000.00   16 org             75,000.00   16 org             80,000.00                        291,000.00   Dinas Pertanian 

Perkebunan dan 

Peternakan 

 6. Tersedianya data 

dan informasi kondisi 

tanaman pangan yang 

valid 

 Jumlah dokumen 

database pertanian 

 6. Program 

peningkatan 

ketahanan pangan 

pertanian/perkebuna

n 

 Tingkat 

pemenuhan 

sarana dan 

prasarana 

pertanian 

                                 0.50   Dinas Pertanian 

Perkebunan dan 

Peternakan 

 7. Pengembangan 

pertanian lahan 

kering 

 Jumlah 

prasarana 

terbangun/terpeli

hara 

handtraktor 38 unit, 85 

perontok padi, perontok 

jagung 2 unit, 

handsprayer 207 unit, 75 

unit mesin pompa air, 2 

unit mesin pemipil 

jagung, 80 unit 

transplenter, lantai jemur 

2 unit, NPK 323 ton, 

benih jagung 57 ton, 

pagar TTP, JUT 29 unit, 

8 unit sumur bor, embung 

8 unit, dam parit 4 unit, 

JIT dangkal 35 unit, long 

storage 6 unit, JIT 3 unit 

pintu air 18 unit.

handtraktor 38 unit, 85 

perontok padi, perontok 

jagung 2 unit, handsprayer 

207 unit, 75 unit mesin 

pompa air, 2 unit mesin 

pemipil jagung, 80 unit 

transplenter, lantai jemur 2 

unit, NPK 323 ton, benih 

jagung 57 ton, pagar TTP, 

JUT 29 unit, 8 unit sumur 

bor, embung 8 unit, dam 

parit 4 unit, JIT dangkal 35 

unit, long storage 6 unit, 

JIT 3 unit pintu air 18 unit.

               19,500,000.00   491 unit alsintan dan 

112 unit bangunan 

                 19,500,000.00   Dinas Pertanian 

Perkebunan dan 

Peternakan 

 1. Meningkatnya 

Kualitas dan 

Kuantitas 

produksi tanaman 

pangan 

 Tujuan   Sasaran   Indikator Sasaran   Kode   Program dan 

Kegiatan 

 Indikator Kinerja 

Program 

(outcome) dan 

Kegiatan 

(Output) 

 1. Tersedianya 

petani dan pelaku 

usaha pertanian yang 

terlatih 

 Jumlah petani dan 

pelaku usaha 

pertanian terlatih 

 2. Tersedianya 

kebijakan yang jelas 

 Jumlah aturan 

kebijakan produksi 

pertanian 

 Indikator Tujuan 



 1. Program 

peningkatan 

produksi tanaman 

pangan 



 2. Penguatan 

Perlindungan 

Tanaman dari 

Gangguan OPT 



 Tingkat produksi 

Padi, Jagung dan 

Kedelai 

 Insektisida, 

Herbisida dan 

Fungisida 

 Jumlah obat-

obatan tanaman 

pangan 



                200.00 



                      761,000.00           184,000.00                      0.30   3. Tersedianya 

pupuk dan bibit yang 

berkualitas 

 Jumlah pupuk dan 

bibit unggul tersedia 



 Dinas Pertanian 

Perkebunan dan 

Peternakan 



 Insektisida, 

Herbisida dan 

Fungisida 

                  79.13   Insektisida, 

Herbisida dan 

Fungisida 

          85,000.00 

 Dinas Pertanian 

Perkebunan dan 

Peternakan 

               550.00 



                280.90 



                           471.00   Dinas Pertanian 

Perkebunan dan 

Peternakan 

 Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 

 112.905 ton padi, 99.663 

ton jagung dan 3,7 ton 

kedelai 



 2.086.387 



                645.00 



                590.00 



 Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra 

SKPD  

 Data Capaian Awal 

Tahun Perencanaan 

 Unit Kerja SKPD 

Penanggung Jawab 

                                                                      2,017.00                                            2,018.00                                           2,019.00                                            2,020.00                                            2,021.00 

           90,000.00   Insektisida, 

Herbisida dan 

Fungisida 

         100,000.00   Insektisida, Herbisida 

dan Fungisida 

                      354,125.00 

        187,000.00                      0.40           190,000.00                     0.50   3. Produksi dan 

sertifikasi bibit 

unggul 

pertanian/perkebuna

n 

 Jumlah bibit 

unggul tanaman 

padi 

 Presentase bibit unggul 

padi 



                    0.20 



BAB VI

INDIKATOR KINERJA YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Program terdiri dari beberapa kegiatan yang berupa kerangka regulasi yang bertujuan untuk memfasilitasi, mendorong, maupun mengatur kegiatan pembangunan yang dilaksanakan sendiri oleh masyarakat serta berisi tentang kerangka anggaran yang bertujuan untuk menyediakan barang dan jasa publik yang diperlukan masyarakat. 

Kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program sebagai arah dari pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang merupakan konstribusi bagi pencapaian visi dan misi organisasi. Kegiatan merupakan aspek operasional dari suatu rencana strategis yang diarahkan untuk memenuhi sasaran, tujuan, visi dan misi organisasi. 

Secara garis besar, berdasarkan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Pertanian Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Sumbawa Barat akan melaksanakan program/kegiatan sebagaimana tabel 17. berikut : 
Tabel. 17. Indikator kinerja yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD

	Indikator Sasaran
	Targer Kinerja Sasaran Tahun Ke-

	
	1 (2016)
	2 (2017)
	2 (2018)
	3 (2019)
	4 (2020)
	5 (2021)

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(6)
	(7)
	(8)

	Jumlah produksi Tanaman pangan (padi, jagung, kedelai)
	
	Padi = 114.092
Jagung = 74.699

Kedelai=1.666
	Padi=115.803 Jagung=76.940
Kedelai=1.691
	Padi=117.540
Jagung=79.248

Kedelai=1.716
	Padi=119.304
Jagung=81.626

Kedelai=1.742
	Padi=121.093
Jagung=84.074

Kedelai=1.768

	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana produksi pertanian tanaman pangan
	
	70
	75
	80
	85
	90

	Jumlah produksi hortikultura (kwintal)
	
	Sayur-sayuran=50.333
Buah-buahan=53
	Sayuran-sayuran 52
	5 Dokumen
	5 Dokumen
	6 Dokumen

	Persentase pengembangan lahan hortikultura
	
	65
	75
	80
	85
	90

	Jumlah produksi komoditas perkebunan
	
	Kelapa=3.257
Kopi=440,83
	Kelapa=3.257
Kopi=540,02
	Kelapa=3.557 Kopi=620,00
	Kelapa=3.660
Kopi=630,00
	Kelapa=3.700
Kopi=700,00

	Persentase perkembangan luas lahan perkebunan
	
	65
	75
	80
	85
	90

	Jumlah produksi daging (kg)
	
	128.900
	135.345
	142.112
	149.218
	156.679

	Jumlah ternak sehat (ekor)
	
	75.504
	79.279
	83.243
	87.405
	91.776

	Persentase realiasasi keuangan SKPD
	
	92
	95
	98
	98
	99

	Dokumen rencana SKPD 
	
	4
	4
	4
	4
	4

	Persentase ketersediaan data dan informasi perencanaan
	
	65
	75
	85
	85
	90

	Cakupan profesional aparatur
	
	65
	75
	85
	85
	90

	Persentase pelayanan administrasi perkantoran
	
	65
	75
	85
	85
	90

	Persentase pemenuhan sarana dan prasrana aparatur
	
	65
	75
	85
	85
	90

	Persentase disiplin aparatur
	
	65
	75
	85
	85
	90


BAB VII

PENUTUP

Demikian  Rencana Strategis (Renstra) Pembangunan Dinas Pertanian Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Sumbawa Barat tahun 2019-2021 ini  dibuat untuk menentukan arah pembangunan Dinas Pertanian Perkebunan dan Peternakan 5 tahun ke depan sekaligus  merupakan sarana untuk mencapai tujuan – tujuan pembangunan pertanian perkebunan dan peternakan dalam rangka mendukung program-program pembangunan Kabupaten Sumbawa Barat.
Rencana strategis satuan kerja perangkat daerah (RENSTRA-SKPD) ini hendaknya dapat dilaksanakan secara konsisten, jujur, transparansi, parsipatif dan penuh tanggung jawab dan merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Darah (RKPD) dan rencana kerja 
SKPD, untuk itu perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:
1. Dinas Pertanian Perkebunan dan Peternakan serta masyarakat termasuk dunia usaha berkewajiban untuk melaksanakan program-program dalam Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENSTRA-SKPD) dengan sebaik-baiknya;
2. Dinas Pertanian Perkebunan dan Peternakan, berkewajiban untuk menyusun rencana strategis yang memuat visi, misi, tujuan strategi, kebijakan, program dan kegiatan pokok pembangunan sesuai dengan tugas dan disusun dengan berpedoman pada rencana pembangunan jangka menengah Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2019-2021 yang nantinya akan menjadi pedoman dalam menyusun rencana kerja badan/ dinas/ instansi;
Renstra ini dapat digunakan sebagai sumber untuk mengevaluasi dan mengukur kinerja pembangunan kelautan, perikanan dan peternakan serta sebagai tolak ukur. Karena itu dengan Renstra ini diharapkan  dapat diterapkan dengan konsisten, terbuka, penuh kejujuran dan tanggung jawab sesuai dengan azas-azas kebenaran dan moralitas.
Harapan kami semoga renstra ini dapat bermanfaat bagi seluruh masyarakat Kabupaten Sumbawa Barat serta penyelenggara pembangunan Kelautan, Perikanan dan Peternakan di Kabupaten Sumbawa Barat.

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PERTANIAN PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN

KABUPATEN SUMBAWA BARAT

NOMOR            TAHUN 2019
TENTANG

RENCANA STRATEGIS

DINAS PERTANIAN PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN

TAHUN 2019 – 2021

DINAS PERTANIAN PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN,

a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 25 ayat (1) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,  Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, satuan Kerja Perangkat Daerah menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan bersifat indikatif;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, Kepala Dinas Pertanian Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Sumbawa Barat perlu menetapkan Keputusan tentang Rencana Strategis Dinas Pertanian Perekebunan dan Peternakan Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2019 – 20121.
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antar Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahjun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);

16. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;

17. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);

19. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2011-2031;

20. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2006-2025
21. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2016-2021

MEMUTUSKAN :

Menetapkan 
:
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERTANIAN PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN TENTANG RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DINAS PERTANIAN PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN KABUPATEN SUMBAWA BARAT TAHUN 2019 – 2021

KESATU
:
Menetapkan Rencana Srategis (RENSTRA) Dinas Pertanian Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2019 – 2021 sebagaimana tercantum dalam lampiran ini.

KEDUA
:
Kepala Subbagian Koordinasi Penyusunan Program agar menjadikan Renstra ini sebagai pedoman dalam menyusun kegiatan untuk setiap tahunnya.

KETIGA
:
Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
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